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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks 

pembangunan di Indonesia tahun 2010-2022. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang sudah tersedia dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia, sedangkan 

variabel independennya yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisis data panel (pooled data) dengan regresi Random Effect 

Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia 

tahun 2010-2022, variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022, variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022, dan variavel pengeluaran 

pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif terhadap 

indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022. Sedangkan berdasarkan 

uji F, variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan 

perumahan dan fasilitas umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2010-2022. 

 

 

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah di Bidang: 

Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Perumahan dan Fasilitas Umum.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang 

lebih baik secara kolektif dan terus-menerus (Fadilah et al., 2018). Menurut 

(Todaro dan Smith, 2011), pembangunan adalah proses multifaset yang 

memerlukan modifikasi dan perubahan pada struktur sosial dan ekonomi saat 

ini secara keseluruhan. Di masa lalu, pembangunan ekonomi menentukan 

keberhasilan suatu wilayah hanya dari tingkat pertumbuhan ekonominya, 

mengabaikan faktor-faktor lain seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan 

pendapatan, dan lain-lain. Hanya salah satu input-di samping faktor produksi 

lain seperti tanah, modal, dan teknologi-yang dipertimbangkan dalam hal 

sumber daya manusia (Mongan, 2019). 

Paradigma pembangunan ekonomi telah mengalami setidaknya tiga 

kali perubahan, menurut (Nanga, 2000). Paradigma pembangunan yang 

berfokus pada pertumbuhan merupakan perubahan pertama. Menurut 

paradigma ini, ukuran utama keberhasilan pembangunan adalah produk 

domestik bruto, yang juga dikenal sebagai produk nasional bruto. Kemiskinan, 

pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dianggap sebagai masalah 

sekunder. Perkembangan paradigma ini dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-

an. Paradigma pembangunan yang mengutamakan pemerataan berada di 

urutan kedua. Menurut paradigma ini, mengurangi kemiskinan dan 

mendorong pemerataan pendapatan merupakan tujuan utama dan komponen 

penting dalam rencana atau kebijakan pembangunan. Namun karena 

cenderung melihat masyarakat sebagai objek dalam strategi bantuan dan amal, 

paradigma ini mendapat banyak kritik. Ketiga, masyarakat adalah subjek dan 
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objek utama pembangunan menurut paradigma pembangunan yang berpusat 

pada manusia. Menurut paradigma ini, proses peningkatan pilihan masyarakat 

melibatkan perluasan keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan rasa 

memiliki. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, termasuk mewujudkan potensi dan cita-cita mereka, seperti harga 

diri, kemandirian, martabat, pemberdayaan, dan lain sebagainya.  

Pembangunan manusia merupakan indikator yang mencerminkan 

kesejahteraan suatu negara karena manusia merupakan faktor utama dan target 

pembangunan suatu negara (UNDP, 1990). Pendekatan pembangunan 

manusia berfokus pada manusia sebagai agen pembangunan (Fukuda-Parr, 

2003) karena sumber daya manusia memainkan peran sentral yang 

menentukan kesejahteraan nasional (Manuelli, 2015). Pembangunan yang 

berfokus pada pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan 

ekonomi dalam konteks sempit yang hanya menyasar pada pembangunan 

ekonomi. Sebaliknya, pembangunan manusia lebih menekankan pada 

peningkatan kualitas hidup dan kebebasan masyarakat (Sen, 1999). 

Pada tahun 1990, konsep pengukuran pembangunan manusia 

diperkenalkan oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) atau 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan disajikan secara teratur dalam 

laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) menyajikan suatu pengukuran yang menggabungkan tiga 

dimensi utama pembangunan manusia. Dimensi tersebut mencakup aspek 

kesehatan, yang diukur melalui angka harapan hidup sejak waktu lahir (life 

expectancy at birth); pendidikan, yang diukur melalui tingkat melek huruf 

penduduk dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah penduduk 

dewasa (mean years schooling); serta standar hidup layak, yang diukur melalui 

kemampuan daya beli (purchasing power parity) (UNDP, 1990). 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi salah satu tolok 

ukur utama untuk menilai aspek lain dari pembangunan. IPM memiliki 

manfaat sebagai indikator krusial dalam menilai keberhasilan dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup manusia (baik dalam masyarakat maupun 

penduduk). Selain itu, IPM memiliki peran dalam menentukan peringkat atau 

tingkat pembangunan suatu wilayah atau negara (BPS, 2015). 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Indeks pembangunan manusia 

lebih dari 50% di masing-masing dari 33 provinsi, yang mengindikasikan 

bahwa kualitasnya sedang hingga menengah. Terlihat juga bahwa indeks 

pembangunan manusia di setiap provinsi meningkat setiap tahunnya. 

Masalahnya, masing-masing dari 33 provinsi ini memiliki Indeks 

Pembangunan Manusia yang berbeda. Setiap daerah dapat dikatakan memiliki 

Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi, meskipun memiliki Indeks 

Pembangunan Manusia yang berbeda. 
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Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 33 Provinsi di Indonesia 
Tahun 2010-2022 (Persen) 

Sumber: BPS 2010-2022 (Diolah) 
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Tingginya jumlah tahun sekolah yang termasuk dalam kategori 

pendidikan dapat berdampak pada tingginya IPM di setiap wilayah. Melalui 

peningkatan sikap, pemahaman, kemampuan, dan kreativitas, pendidikan 

memberikan kontribusi yang substansial terhadap pembangunan sosial 

ekonomi dengan memungkinkan terciptanya keterampilan kerja yang 

berkualitas tinggi. Pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rumah tangga atau 

pengeluaran per kapita juga dapat berdampak pada Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang tinggi, selain durasi pendidikan. Daya beli masyarakat 

dapat dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita. Dapat dikatakan bahwa daya 

beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak tinggi ketika 

pengeluaran per kapita naik (Kusumaningrum, 2018). 

 (Ritonga, 2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah 

mengimplementasikan kebijakan dan inisiatif untuk melayani masyarakat di 

berbagai domain layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, 

dan area lainnya, untuk memenuhi tujuan negara. Alokasi anggaran 

pemerintah untuk empat kategori pengeluaran, yaitu pendidikan, kesehatan, 

dan ekonomi, serta perumahan dan fasilitas umum, menunjukkan komitmen 

pemerintah untuk meningkatkan standar dan kesejahteraan masyarakat. 

Pengeluaran pemerintah, menurut (Mangkoesoebroto, 2016), 

merupakan cerminan dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah 

membebankan biaya yang harus ditanggung ketika memberlakukan kebijakan 

tertentu. Biaya-biaya ini ditutupi oleh alokasi anggaran yang dibuat oleh 

pemerintah, yang merupakan sumber pendanaan. Pengalokasian anggaran 

pada suatu sektor mencerminkan tekad pemerintah terhadap isu-isu yang 

berkaitan dengan sektor tersebut. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, 

pemerintah pusat secara tahunan menetapkan Undang-Undang Anggaran 



5 
 

 
 

Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai wujud hak dan 

komitmen pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan. Sementara 

itu, tiap tahun pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan arah kebijakan 

pembangunan yang diterapkan di wilayah masing-masing. Proses ini sejalan 

dengan Semangat otonomi daerah, yang telah diberlakukan sejak Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti oleh 

proses ini. Alat utama pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah APBN dan APBD (Mongan, 2019). 

Berbagai peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan 

untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pembangunan manusia, 

khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945, 

sebagaimana telah diamandemen pada tahun 2009, menyatakan dalam Pasal 

31 ayat 4 bahwa negara harus menyisihkan minimal dua puluh persen dari 

anggaran negara dan daerah untuk pendidikan nasional. Pasal 49 UU No. 

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian menjelaskan lebih 

lanjut tentang bagaimana dana pendidikan dialokasikan. Menurut UU No. 

36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 171, alokasi belanja untuk sektor kesehatan, 

belanja di sektor kesehatan adalah wajib dan harus diselesaikan. Pasal tersebut 

menetapkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan setidaknya lima persen 

dari APBN untuk kesehatan, sementara pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota harus mengalokasikan setidaknya sepuluh persen dari APBD 

untuk kesehatan. Alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan yang diatur 

dalam peraturan tersebut idealnya tidak mencakup pembayaran gaji untuk 

aparatur sipil negara yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan 

(Mongan, 2019). 
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Terdapat dua aliran pemikiran mengenai bagaimana pengeluaran 

pemerintah mempengaruhi IPM sebagai hasil dari berbagai analisis teoritis 

yang telah dilakukan terkait hal ini. Menurut (Craigwell, Bynoe, dan Lowe, 

2012), pendapat pertama menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan 

IPM memiliki hubungan yang positif; (Razmi, Abbasian, & Mohammadi, 

2012); (Safitri, 2016) yang menyatakan bahwa anggaran yang lebih tinggi untuk 

pelayanan kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap peningkatan IPM. Sementara itu, (Astri dkk, 2013); (Wijayanto, 

Khusaini, & Syafitri, 2015) dan (Sanggelorang, Rumate & Siwu, 2015) 

menemukan bahwa anggaran yang lebih tinggi untuk sektor pendidikan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Demikian pula, (Fattah & 

Muji, 2012) dan (Edeme, 2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara signifikan 

mempengaruhi IPM. Keyakinan kedua melihat tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap IPM, seperti studi yang 

dilakukan oleh (Prasetyo & Zuhdi, 2013) mengenai efisiensi pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, transfer dan subsidi yang 

menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu efisien dalam 

meningkatkan pembangunan manusia. Selain itu, (Badrudin & Khasanah, 

2011) mengungkapkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia di 

Provinsi Yogyakarta, namun sektor pendidikan memiliki pengaruh yang lebih 

kuat terhadap keberhasilan pembangunan manusia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2022”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

terhadapa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010-2022? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010-2022? 

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010-2022? 

4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan 

fasilitas umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010-2022? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 

perekonomian, dan perumahan dan fasilitas umum di Indonesia tahun 

2010-2022. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini berdasarkan dari 

rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

tahun 2010-2022. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 

2010-2022. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang 

perekonomian terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 

2010-2022. 

4. Untuk menganalisis Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di 

bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia tahun 2010-2022. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru di 

bidang ekonomi, sehingga mereka dapat mengembangkan 

pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama mengikuti 

perkuliahan. Selain itu, penulis juga berharap agar penulis dapat 

berpikir kritis dalam melakukan analisis, khususnya di bidang 

ekonomi, dan memahami tantangan yang dihadapi. 

2. Masyarakat Akademis 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu 

memberikan informasi serta gambaran pengaruh pengeluaran 

pemerintah berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, 

perekonomian, dan perumahan dan fasilitas umum untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi yang ada di 

Indonesia. 

3. Pemerintah terkait (Stakeholder) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan yang terkait 

dengan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, 
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perekonomian, dan perumahan dan fasilitas umum untuk 

meningkatkan IPM di provinsi yang ada di Indonesia.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu. Kesamaan variabel 

dependen dan independen, tujuan penelitian, teknik analisis, dan temuan 

penelitian yang akan digunakan sebagai referensi penelitian sebelumnya menjadi 

bahan pertimbangan dalam memilih penelitian terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Widodo et al., 2012) mengenai dampak 

pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan terhadap pengentasan 

kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan temuan yang penting. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa 

pengalokasian dana pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan 

fokus pada pembangunan manusia secara signifikan dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan. Fokus pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk memajukan 

pembangunan manusia melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan 

kesehatan serta pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi. Temuan ini 

memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembuat kebijakan dalam 

merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, dengan 

memperhatikan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan 

pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut. 

Dalam studinya mengenai Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap 

Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Badrudin & Khasanah, 

2011) menemukan bahwa: 1) Pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta di sektor pendidikan tidak secara signifikan mempengaruhi 

pembangunan manusia dari waktu ke waktu, seperti yang diamati dari waktu ke 
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waktu dengan menggunakan time log dua dan tiga tahun; 2) Variabel pengeluaran 

pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sektor kesehatan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia dari waktu ke 

waktu, seperti yang diamati dengan menggunakan data runtun waktu selama dua 

dan tiga tahun; dan 3) Variabel pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta di sektor infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembangunan manusia dari waktu ke waktu, seperti yang diamati dengan 

menggunakan data runtun waktu selama dua dan tiga tahun. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Astri et al., 2013) menyoroti pentingnya 

pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor pendidikan dan kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor-sektor tersebut 

memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM. Fokus penelitian ini adalah pada 

peran pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Dengan 

adanya pengeluaran yang memadai dan efektif dalam sektor-sektor tersebut, 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, 

yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan IPM di tingkat 

daerah. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang penting bagi pembuat 

kebijakan daerah dalam merancang alokasi anggaran yang tepat guna untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan IPM. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Laisina et al., 2015) merupakan upaya untuk 

menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor 

kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Utara selama periode 2002-2013. 

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sementara 
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pengeluaran di sektor kesehatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah 

di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM bersifat positif, 

menandakan bahwa peningkatan investasi di sektor pendidikan dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan menunjukkan 

pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM, yang 

mungkin menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan 

antara pengeluaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 

memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan 

strategi pengeluaran pemerintah di berbagai sektor untuk meningkatkan 

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dan daerah 

sejenisnya. 

Studi yang dilakukan oleh (Kahang et al., 2016) bertujuan untuk menyelidiki 

bagaimana pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan 

memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur. 

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang terdiri dari informasi yang 

dapat diakses oleh instansi pemerintah selama periode studi 2009-2014. Temuan 

utama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa IPM di Kabupaten Kutai Timur 

sangat dipengaruhi oleh sektor belanja pendidikan. Di sisi lain, sektor belanja 

kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Temuan ini 

menggambarkan bahwa meskipun sektor belanja pendidikan telah memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan IPM, namun hal yang sama tidak 

terjadi pada sektor belanja kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti 

pentingnya pertumbuhan dan alokasi dana yang tepat dalam sektor kesehatan 

sebagai langkah yang krusial dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Kutai Timur, 
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serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam 

merancang strategi pembangunan manusia yang efektif dan inklusif. 

Studi yang dilakukan oleh (Fattah dan Muji, 2012) serta (Edeme, 2014) 

menyoroti dampak pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam ketiga sektor tersebut 

secara signifikan mempengaruhi IPM. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah 

diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, 

kesehatan, serta infrastruktur bagi masyarakat. Hal ini penting karena 

meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor tersebut dapat secara 

positif memengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan, yang tercermin melalui peningkatan IPM. Oleh karena itu, 

penelitian ini memberikan pemahaman yang penting bagi kebijakan publik dan 

pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran pemerintah dalam pembangunan 

manusia. 

Studi yang dilakukan oleh (Badrudin & Khasanah, 2011) mengungkapkan 

temuan menarik terkait pengaruh sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

terhadap pembangunan manusia di provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, meskipun sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara keseluruhan terhadap 

pembangunan manusia di provinsi tersebut, namun sektor pendidikan menonjol 

dengan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada sektor-sektor lainnya terhadap 

keberhasilan pembangunan manusia. Temuan ini menyoroti pentingnya sektor 

pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan 

pembangunan manusia secara umum di provinsi Yogyakarta. Hal ini memberikan 

implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian yang lebih 
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besar terhadap sektor pendidikan dalam upaya meningkatkan pembangunan 

manusia dan kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Azwardi, 2014) berjudul "Analisis Pengeluaran 

Pemerintah Provinsi di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan 

Serta Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2010-

2013" menganalisis dampak pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia 

terhadap penduduk miskin dengan menggunakan metode analisis regresi data 

panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variabel yang berpengaruh 

positif dan variabel yang berpengaruh negatif terhadap kondisi penduduk miskin. 

Variabel pengeluaran ekonomi dan pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh 

positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sementara variabel 

pengeluaran pendidikan dan pengeluaran perumahan dan fasilitas umum memiliki 

pengaruh negatif. Temuan ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran pemerintah 

provinsi yang tepat guna dalam memprioritaskan pengeluaran pada sektor 

ekonomi dan kesehatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, 

perlu juga perhatian terhadap dampak pengeluaran pada sektor pendidikan dan 

perumahan serta fasilitas umum agar tidak memberikan kontribusi negatif 

terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Penelitian ini memberikan 

wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi 

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat provinsi di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2019) menginvestigasi pengaruh 

anggaran belanja pemerintah dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi data panel dan regresi linear berganda. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel anggaran pemerintah 

untuk pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran untuk sektor 
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kesehatan berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin 

dalam peningkatan IPM. Di sisi lain, variabel anggaran pemerintah untuk 

pendidikan juga memiliki pengaruh positif terhadap IPM, namun tidak secara 

signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sifat pembiayaan dalam 

pendidikan yang bersifat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap 

peningkatan IPM mungkin terlihat secara bertahap. Temuan ini memberikan 

pemahaman yang penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang alokasi 

anggaran yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan 

manusia secara menyeluruh. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyansyah, 2018) dalam analisis 

pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia menunjukkan 

temuan yang penting. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa alokasi 

belanja pemerintah daerah di sektor ekonomi memiliki dampak yang signifikan 

dan positif terhadap PDRB perkapita di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan alokasi belanja pemerintah daerah yang terfokus pada sektor ekonomi 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional, yang tercermin dalam peningkatan PDRB perkapita. Namun, temuan 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung terhadap IPM. Dampak 

positif terhadap PDRB perkapita tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan 

IPM, menggarisbawahi pentingnya pertimbangan faktor-faktor lain yang dapat 

memengaruhi IPM di luar pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan 

wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi 

pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hubungan 

antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan IPM. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Fajar, M. A., & Indrawati, L., 2020) mengenai 

pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja perumahan dan 

fasilitas umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten 

Cianjur mencatat temuan yang signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum 

memiliki pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap IPM di Kabupaten 

Cianjur. Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor lain yang 

mungkin turut berkontribusi terhadap IPM, sehingga dampak dari alokasi 

pengeluaran pemerintah terhadap perumahan dan fasilitas umum mungkin 

memiliki pembatasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan 

berbagai faktor yang kompleks dalam analisis pengaruh alokasi pengeluaran 

pemerintah terhadap pembangunan manusia di tingkat daerah. Penelitian ini 

memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap dinamika 

pembangunan manusia di tingkat lokal dan menyoroti pentingnya peran faktor-

faktor lain dalam upaya meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia dan Pengukurannya 

UNDP (United Nation Development Programme) Pengembangan 

manusia didefinisikan sebagai proses yang mencoba memberikan lebih 

banyak pilihan kepada masyarakat umum. Pengguna dipandang sebagai 

tujuan akhir dalam konsep ini, sementara proses pembangunan dipandang 

sebagai sarana (atau sarana utama) untuk mencapai tujuan tersebut. Empat 

faktor kunci yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa tujuan 

pembangunan manusia tercapai adalah produktivitas, ketekunan, 

kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Produktivitas, Individu 

harus diberikan alat yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih produktif 
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dan sepenuhnya terlibat dalam proses yang menghasilkan pendapatan dan 

menyediakan mata pencaharian. Oleh karena itu, salah satu bagian dari 

model pembangunan manusia adalah pembangunan ekonomi. pemerataan, 

setiap orang harus dapat mengakses semua sumber daya sosial dan 

ekonomi secara setara. Agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang dan 

terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup mereka, semua hambatan yang menghalangi akses harus 

dihilangkan. Kesinambungan, Kita perlu memastikan bahwa setiap orang 

memiliki akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, bukan hanya 

generasi berikutnya. Setiap sumber daya-alam, manusia, dan fisik-dapat 

diperbaharui. Pemberdayaan mengharuskan individu untuk mengambil 

peran aktif dalam pilihan dan prosedur yang akan membentuk kehidupan 

mereka serta terlibat dan mendapatkan keuntungan dari proses 

pembangunan. 

Kekayaan negara yang sesungguhnya terletak pada rakyatnya. 

Pembangunan manusia memandang manusia sebagai tujuan akhir 

pembangunan dan bukan sekadar alat (Pratama, 2018). Tujuan utama 

pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan 

orang untuk hidup sehat dan panjang umur serta menjadi anggota 

masyarakat yang produktif (UNDP, 1995). 

Dengan memodifikasi pengeluaran per kapita dan menghitung 

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) maksimum 85 tahun, Harapan 

Lama Sekolah (HLS) 18 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 

tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebuah wilayah 

menunjukkan kapasitasnya untuk mencapai persentase yang telah 

ditetapkan. Jika nilai IPM suatu daerah hampir mencapai 100%, maka 
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daerah tersebut dianggap memiliki status IPM yang sangat tinggi dan dapat 

memenuhi tujuan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi untuk mendukung perekonomian daerah. 

A. Metode Baru Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan Indeks Komponen 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dimensi 

pengeluaran, kesehatan, dan pendidikan adalah tiga komponen yang 

digunakan untuk menentukan indeks pembangunan manusia. 

Menghitung IPM, IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik 

dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. 

𝐼𝑃𝑀 = √𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥𝑖𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑥𝑖𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛
3

 

Menghitung indeks komponen, dimensi kesehatan, dimensi 

pendidikan, dimensi pengeluaran. 

𝑖𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻 𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻 𝑚𝑖𝑛
 

𝑖𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻 𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻 𝑚𝑖𝑛
 

𝑖𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
ln(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛) − ln (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛)

ln(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠) − 𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛)
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2.2.2.  Pengertian Pengeluaran Pemerintah 

Teori Pengeluaran Pemerintah menurut (Sadono Sukirno, 2000) 

menguraikan bagaimana pengeluaran pemerintah merupakan komponen 

dari kebijakan fiskal, yaitu proses di mana pemerintah mengendalikan 

arah perekonomian dengan memutuskan berapa banyak uang yang 

dibutuhkan setiap tahun dan bagaimana membelanjakannya. Informasi 

ini tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) untuk negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk daerah. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan 

kesempatan kerja, tingkat output, dan harga sekaligus mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

B. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave 

Ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tahap 

pembangunan ekonomi, menurut perspektif W.W. Rostow dan 

Musgrave. Pembangunan ekonomi tahap awal ditandai dengan rasio 

pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi terhadap pendapatan 

nasional, atau dengan kata lain, investasi pemerintah yang besar 

terhadap total investasi. Hal ini disebabkan oleh kewajiban 

pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pada tahap awal ini. 

Agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat selama 

tahap menengah pembangunan, investasi publik masih diperlukan. 

Selain itu, porsi sektor swasta juga meningkat secara bersamaan. 

Karena banyaknya kegagalan pasar yang disebabkan oleh 

pembangunan ekonomi itu sendiri, peran pemerintah masih cukup 

signifikan pada tahap ini. Pencemaran lingkungan adalah salah satu 
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dari banyak contoh eksternalitas negatif yang membutuhkan 

tindakan pemerintah. 

Musgrave menyatakan bahwa meskipun porsi investasi 

pemerintah dalam pendapatan nasional menurun, porsi investasi 

total meningkat selama proses pembangunan. Sementara itu, 

Rostow berpendapat bahwa pada tahap pembangunan yang lebih 

maju, pengeluaran pemerintah untuk layanan sosial seperti 

kesehatan dan pendidikan telah menggantikan penyediaan 

infrastruktur ekonomi. Sama halnya dengan Wagner, Rostow dan 

Musgrave mendapatkan kesimpulan mereka dari pengamatan 

terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di berbagai negara. 

C. Pandangan Keynes 

(Dumairy, 1996). Perspektif Keynesian tentang perlunya 

intervensi pemerintah dalam perekonomian mendapatkan 

legitimasinya dari identitas keseimbangan pendapatan nasional. 

Keynes menegaskan bahwa berbagai faktor mempengaruhi 

keputusan yang dibuat ketika mengendalikan pengeluaran. 

Pemerintah harus mempertimbangkan target-target antara yang akan 

mendapatkan manfaat atau terkena dampak dari kebijakan tersebut, 

selain memastikan bahwa setiap kebijakan pengeluaran mencapai 

tujuan akhirnya. Meningkatkan pendapatan nasional atau 

menciptakan lebih banyak lapangan kerja membutuhkan lebih dari 

sekadar meningkatkan pengeluaran. Tidak cukup hanya dengan 

meningkatkan kesempatan kerja, kita juga perlu mempertimbangkan 

siapa yang akan dipekerjakan dan pendapatannya akan meningkat. 

Selain itu, untuk melindungi operasi sektor swasta, pemerintah harus 
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menahan diri untuk tidak memperluas pengaruhnya dalam 

perekonomian. 

Sejak mereka memahami peran penting yang dimainkan oleh 

pengeluaran pemerintah dalam perekonomian suatu negara, baik 

negara berpendapatan tinggi maupun rendah, para ekonom publik 

telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. 

D. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan 

Menurut UU No. 27 Tahun 2014, pengeluaran pemerintah 

dalam sektor pendidikan, yang dikenal sebagai anggaran pendidikan, 

merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk keperluan 

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah. Pasal 31 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 

mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan 

setidaknya sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Menurut catatan sejarah, pemerintah baru mulai 

menerapkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 

2010. Persentase yang signifikan ini menunjukkan pentingnya peran 

pendidikan dalam pembangunan suatu negara. Meskipun persentase 

anggaran pendidikan dalam APBN telah ditetapkan pada 20% sejak 
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tahun 2010, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala 

dalam merealisasikan ketentuan ini. 

(Wahid, 2012) Mengingat pentingnya pendanaan untuk 

pendidikan, pemerintah harus dapat membangun infrastruktur dan 

program-program yang terbaik. Salah satu cara praktis yang dapat 

dilakukan pemerintah untuk menginvestasikan dana untuk 

meningkatkan produktivitas adalah melalui belanja pendidikan. 

Distribusi pengeluaran pembangunan di bidang pembangunan dapat 

difokuskan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan 

memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan 

ditunjukkan dengan alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan. 

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan berdampak 

pada pembangunan sektor ini, khususnya dengan meningkatkan 

proporsi siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan mereka ke 

tingkat yang lebih tinggi, menurut (Winarti, 2014). Semakin tinggi 

tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

masyarakat, maka semakin mudah bagi angkatan kerja untuk 

memahami, memanfaatkan, dan mendapatkan keuntungan dari 

kemajuan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf 

hidup dan ekonomi negara. Untuk mencapai pembangunan, sebuah 

negara harus berinvestasi lebih banyak di bidang kesehatan dan 

pendidikan." 

 

 



23 
 

 
 

E. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan 

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merujuk 

pada alokasi dana yang secara khusus dialokasikan untuk keperluan 

di bidang kesehatan. Dana ini digunakan oleh pemerintah untuk 

menjalankan tanggung jawabnya di sektor kesehatan, seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-

undang ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 

bidang kesehatan meliputi penyediaan layanan publik. Layanan 

publik kesehatan ini harus tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia 

secara merata, dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan 

mereka secara maksimal. 

Secara umum, negara-negara berkembang seringkali 

memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Ini disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli layanan 

kesehatan yang umumnya disediakan oleh sektor swasta. Dalam 

konteks ini, fasilitas kesehatan menjadi salah satu bentuk barang 

publik yang tidak akan tersedia jika dikelola oleh pihak swasta. Oleh 

karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam negara-negara 

berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan 

masyarakatnya. 

(Kuncoro, 2013) Menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, 

pemerintah mengeluarkan dana untuk sektor kesehatan sebagai 

upaya untuk melindungi salah satu hak asasi manusia, yaitu hak 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (Astri, 2013) menegaskan 

bahwa "kualitas manusia ditentukan oleh sektor kesehatan, dimana 
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kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi umur 

panjang manusia, dengan kata lain aspek kesehatan juga 

mempengaruhi kualitas manusia". Gizi yang rendah, asupan kalori 

yang rendah, atau kesehatan penduduk yang buruk akan 

menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan tingkat mental yang 

lebih rendah. Menurut (Todaro & Smith, 2003) untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran 

untuk sektor kesehatan untuk memenuhi salah satu hak dasar 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa fasilitas 

dan layanan kesehatan. (Rumate, 2015) Otoritas UU No. 36 tahun 

2009, yang mengatur pengeluaran anggaran kesehatan di Indonesia, 

menetapkan bahwa, setelah gaji, jumlah yang dialokasikan untuk 

pemerintah federal untuk pengeluaran kesehatan tidak boleh 

melebihi 5% dari anggaran nasional, dan jumlah yang dialokasikan 

untuk pemerintah daerah, provinsi, dan distrik untuk pengeluaran 

kesehatan tidak boleh melebihi 10% dari anggaran daerah. 

F. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Ekonomi 

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi adalah 

pengeluaran pemerintah yang berkontribusi dalam menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan pembangunan infrastruktur umum, 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi 

masyarakat. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk memberikan 

dampak yang langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta 

menciptakan efek pengganda yang positif (Azwardi, 2014). 

Peran pemerintah dalam struktur ekonomi suatu negara 

merupakan topik yang terus menjadi subjek perdebatan dan belum 
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mencapai kesepakatan. Kaum kapitalis yang dipimpin oleh Adam 

Smith, tokoh ekonomi klasik, berpendapat bahwa campur tangan 

pemerintah dalam ekonomi sebaiknya minimal. Mereka meyakini 

bahwa ekonomi akan mencapai keseimbangan tanpa intervensi 

pemerintah dan akan terus berkembang dengan cepat. Di sisi lain, 

ekonom sosialis, seperti Karl Marx, menentang pandangan 

tersebut. Marx, dengan gagasannya tentang alienasi dalam 

kapitalisme, memicu gelombang revolusi ekonomi di seluruh dunia. 

Pandangan kapitalis kemudian mengalami tantangan yang 

signifikan selama masa Depresi Besar pada tahun 1930-an. 

Munculnya depresi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan 

adanya kelemahan fundamental dalam model ekonomi kapitalis, 

terutama dengan meningkatnya tingkat pengangguran di negara-

negara Barat. Sebagai respons, seorang ekonom bernama John 

Maynard Keynes muncul sebagai penyelamat bagi kapitalisme. 

Keynes, seorang profesor dari Universitas Cambridge, 

mengembangkan teori "ekonomi baru" yang menekankan 

pentingnya intervensi pemerintah. Berbeda dengan pandangan Karl 

Marx yang mendukung intervensi pemerintah secara mutlak, 

Keynes mengusulkan gagasan tentang intervensi pemerintah dalam 

hal fiskal untuk mengatur keseimbangan ekonomi pasar daripada 

mengendalikannya secara total. Salah satu bentuk intervensi atau 

peran pemerintah yang diusulkan oleh Keynes adalah melalui 

pengeluaran pemerintah, yang merupakan bagian dari total 

pendapatan nasional atau Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), dan berfungsi sebagai pengendali aktivitas ekonomi 

(Arfiyansyah, 2018). 
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G. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Perumahan dan Fasilitas 

Umum 

Menurut (Prasetyo, 2017), pengeluaran untuk belanja 

perumahan dan fasilitas umum mencakup penyediaan layanan di 

sektor perumahan dan fasilitas umum, yang memiliki dampak 

dominan dalam pembangunan ekonomi. Upaya penyediaan layanan 

tersebut akan mencerminkan sejauh mana pembangunan secara 

merata terjadi. Belanja perumahan dan fasilitas umum merupakan 

alokasi anggaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap tempat 

tinggal yang layak, serta untuk meningkatkan akses terhadap layanan 

umum seperti listrik, air minum, transportasi, irigasi, telekomunikasi, 

air bersih, dan sanitasi yang memadai dan berkelanjutan. 

Manfaat dari pengeluaran pemerintah di sektor perumahan 

dan fasilitas umum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dapat 

menikmati tempat tinggal yang layak, sementara fasilitas umum 

memengaruhi aktivitas produksi dan perkembangan wilayah secara 

keseluruhan. 

Menurut (Bappenas, 2003), tujuan dan manfaat dari 

pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum 

mencakup ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, 

bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, penyediaan air 

bersih, sanitasi, dan lainnya. Infrastruktur tersebut dikenal sebagai 

modal sosial overhead yang memiliki hubungan yang erat dengan 

tingkat perkembangan wilayah, yang tercermin dalam pertumbuhan 
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ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta 

bahwa daerah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik memiliki 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih 

tinggi daripada daerah yang memiliki infrastruktur terbatas. Oleh 

karena itu, penyediaan infrastruktur dianggap sebagai faktor kunci 

dalam mendukung pembangunan nasional. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori maka kerangka pemikiran yang 

dapat penulis sususn adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
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2.4. Hubungan Variabel 

2.4.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 Salah satu kebutuhan mendasar, yang pemenuhannya menunjukkan 

tingkat kesejahteraan seseorang, adalah pendidikan. Salah satu tujuan 

dari arahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan salah satu tujuannya adalah pendidikan yang merata. 

Pada kenyataannya, kegiatan pendidikan dibiayai oleh pengeluaran 

pemerintah. 

Seperti diketahui, pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Diperkirakan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk 

pendidikan akan meningkatkan standar pendidikan di suatu negara. 

Peningkatan dalam pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. 

Misalnya, ada peningkatan dalam tingkat kehadiran rata-rata dan tingkat 

melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah akan 

meningkat secara tidak langsung jika pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan meningkat. 

2.4.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Penyediaan barang publik oleh pemerintah merupakan salah satu 

fungsinya dalam pembangunan. Infrastruktur yang sektor swasta ragu-

ragu untuk menyediakannya pada tingkat yang lebih tinggi dikenal 

sebagai barang publik. Infrastruktur disediakan oleh pemerintah melalui 

pengeluaran, yang sebagian didanai oleh pajak. 
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Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan digunakan untuk 

membangun, memelihara, dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur 

medis untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan telah meningkat, yang menunjukkan bahwa 

upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dan 

fasilitas medis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan 

angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, penurunan angka 

kematian ibu, dan lain-lain, merupakan indikator peningkatan standar 

kesehatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya kesehatan masyarakat. 

2.4.3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi termasuk 

pengeluaran untuk infrastruktur, industri, pertanian, dan sektor-sektor 

ekonomi lainnya. Diharapkan bahwa investasi-investasi ini akan 

mempercepat ekspansi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang 

mana keduanya akan meningkatkan standar hidup. 

Pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi dapat 

berdampak langsung pada IPM melalui peningkatan standar hidup dan 

penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pengeluaran ini juga dapat 

berdampak tidak langsung melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan 

akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. 
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2.4.4.  Hubungan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan 

dan Fasilitas Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

Pengeluaran Pemerintah untuk Fasilitas Umum dan Perumahan, 

Ini termasuk pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan 

infrastruktur publik, termasuk jalan dan jembatan. Diharapkan bahwa 

investasi-investasi ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

dengan memperluas akses ke perumahan yang layak dan fasilitas umum 

yang memadai. 

Pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan infrastruktur 

publik dapat secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi IPM. 

Indeks pembangunan manusia meningkat seiring dengan peningkatan 

pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan fasilitas umum. 

2.5.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut, dan didasarkan 

pada beberapa teori yang telah diuraikan. 

a. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, 

apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan naik maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) juga naik. 

b. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, 

apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) juga naik. 

c. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya, 
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apabila pengeluaran pemerintah bidang perekonomian naik maka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) juga naik. 

d. Pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum 

berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 

provinsi di Indonesia. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah bidang 

perumahan dan fasilitas umum naik maka Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) juga naik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data-data numerik 

yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran objek. sedangkan jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang 

telah disebarkan secara luas dan dikumpulkan dari sumber eksternal. 

Data panel, yang merupakan kombinasi dari data time series dan cross 

section digunakan dalam penelitian ini. Data runtun waktu selama tiga belas 

tahun (2010-2022) dan tiga puluh tiga titik data silang (seluruh 33 provinsi di 

Indonesia) disertakan. BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK), publikasi berkala BPS, dan situs web pemerintah daerah merupakan 

beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Pada tahun penelitian ini dilakukan (2023), jumlah provinsi di 

Indonesia telah mengalami pertambahan yang awalnya berjumlah 33 provinsi 

menjadi 38 provinsi. Namun penulis hanya menggunakan data 33 provinsi 

dikarenakan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan 

yang baru dibentuk pada tahun 2022 belum memiliki data yang lengkap. Maka 

dari itu jumlah data cross section dalam penelitian ini hanya berjumlah 33 

provinsi. 

3.2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan 

dalam bagian ini. Baik variabel independen dan dependen. 
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3.2.1. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen dan dapat dimanipulasi sesuai keinginan. 

Variabel independen sering kali disebut sebagai variabel independen. 

Dalam konteks penelitian ini, variabel independen yang dimaksud 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

A. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan 

(PEND) 

Anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi 

memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 33 

provinsi di Indonesia. Data yang diamati mencakup periode tahun 

2010 hingga 2022, dengan nilai yang dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

B. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan 

(KES) 

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk 

meningkatkan fasilitas dan infrastruktur kesehatan masyarakat dari 

33 provinsi di Indonesia dikenal sebagai pengeluaran pemerintah 

provinsi dalam bidang kesehatan. Data yang terkumpul meliputi 

rentang waktu tahun 2010 hingga 2022, dengan satuan nilai dalam 

rupiah. 

C. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi 

(EKO) 

Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat dari 33 provinsi di 

Indonesia dikenal sebagai pengeluaran pemerintah provinsi dalam 
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bidang perekonomian. Data yang terkumpul mencakup periode 

tahun 2010 hingga 2022, dengan nilai yang dinyatakan dalam mata 

uang rupiah. 

D. Variabel Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan 

dan Fasilitas Umum (PFU) 

Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk 

meningkatkan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum bagi 

masyarakat dari 33 provinsi di Indonesia merupakan pengeluaran 

pemerintah provinsi dalam sektor tersebut. Data yang terkumpul 

merangkum periode tahun 2010 hingga 2022, dengan nilai yang 

diukur dalam mata uang rupiah. 

3.2.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang mengalami perubahan 

sebagai hasil dari perubahan variabel independen. Dalam penelitian 

ini, satu-satunya variabel dependen adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan 

pembangunan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat di suatu 

wilayah, dengan rentang nilai antara 1,00 hingga 100,00. Semakin 

tinggi nilai IPM, semakin baik keberhasilan pembangunan tersebut. 

Poin indeks merupakan satuan pengukuran untuk IPM. 

3.3. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara 

Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data panel, yang merupakan gabungan antara data 

time series dan cross section. Analisis data dilakukan menggunakan metode 

analisis kausalitas, yang membedakan dua jenis variabel: variabel dependen 
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(variabel yang terpengaruh) dan variabel independen (variabel yang tidak 

terpengaruh). Penggunaan tipe data panel memungkinkan penggunaan metode 

regresi data panel yang unik dalam ekonometrika untuk mengolah data. Karena 

adanya penyertaan dua jenis informasi secara simultan, informasi antar objek 

yang diwakili oleh data cross section dan informasi antar waktu yang diwakili oleh 

data time series. Regresi data panel sedikit berbeda dengan regresi data biasa. 

Menurut (Gujarati, 2015), data panel memiliki beberapa keunggulan jika 

dibandingkan dengan data time series dan cross section. Berikut adalah beberapa 

keunggulan tersebut. 

a. Data panel memberikan sejumlah keunggulan, seperti peningkatan jumlah 

informasi, variasi yang lebih bervariasi, tingkat kolinieritas yang lebih rendah, 

dan peningkatan derajat kebebasan. Keuntungan-keuntungan ini timbul 

karena data panel menggabungkan elemen dari time series dan cross section. 

b. Menyusun pengukuran interaksi antar variabel dengan lebih sederhana dan 

lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan data cross section atau time 

series secara terpisah. 

c. Memfasilitasi penelitian terhadap model perilaku yang kompleks. 

d. Jumlah data yang lebih besar bisa mengurangi kemungkinan adanya bias. 

Menurut (Sriyana, 2014), hasil analisis regresi data panel menghasilkan 

tiga potensi model regresi yang dapat dimanfaatkan, yakni: 

a. Metode common effect (diasumsikan bahwa intersep dan kemiringan tetap 

konsisten antara individu dan waktu). 

b. Metode fixed effect (Diasumsikan bahwa kemiringan tetap konstan, namun 

intersepnya bervariasi antara individu). 

c. Metode random effect (Diasumsikan bahwa kemiringan tetap, tetapi 

intersepnya bervariasi antara objek dan waktu). 
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Terdapat tiga model potensial untuk estimasi data panel, dan langkah 

berikutnya adalah melakukan tes untuk menentukan model yang paling 

cocok. Metode dan cara pengujian ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian 

berikutnya. 

3.3.1. Model Common Effect 

Model common effect adalah model yang paling sederhana di 

antara tiga model yang dihasilkan dari analisis regresi data panel. 

Asumsi utamanya adalah bahwa slope dan intersep selalu konstan baik 

antar individu maupun antar waktu (Sriyana, 2014). Pendekatan 

sistematis dari model common effect ini melibatkan penggabungan data 

time series dan cross section ke dalam satu pool data, kemudian melakukan 

regresi dengan menggunakan metode OLS. Bentuk umum dari 

persamaan model common effect adalah sebagai berikut. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑙𝑛𝑃𝐸𝑁𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝐸𝑆2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐸𝐾𝑂3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝐹𝑈4𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan 

𝑌𝑖𝑡 : Indeks Pembangunan Manusia 

𝛽𝑜 : Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 : Koefisien  𝑃𝐸𝑁𝐷, 𝐾𝐸𝑆, 𝐸𝐾𝑂, 𝑃𝐹𝑈  

𝑙𝑛𝑃𝐸𝑁𝐷1𝑖𝑡  : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

(rupiah) 

𝑙𝑛𝐾𝐸𝑆2𝑖𝑡 : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

(rupiah) 
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𝑙𝑛𝐸𝐾𝑂3𝑖𝑡 : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perekonomian 

(rupiah) 

𝑙𝑛𝑃𝐹𝑈4𝑖𝑡 : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan 

fasilitas umum (rupiah) 

𝜀𝑖𝑡 : Variabel gangguan (error) 

Masalah yang sering muncul pada model ini adalah bahwa meskipun R-squared 

memiliki nilai tinggi, banyak variabel yang secara statistik tidak signifikan. Selain itu, 

biasanya nilai statistik Durbin-Watson rendah, menunjukkan kemungkinan autokorelasi 

yang besar. Asumsi tentang kemiringan dan intersep yang sama juga mengakibatkan 

kurangnya kemampuan untuk mengamati keunikan antar objek. Oleh karena itu, ada 

kemungkinan besar terjadi bias dalam hasil estimasi (Gujarati, 2015). 

3.3.2. Model Fixed Effect 

Pendekatan model Fixed Effect memperkirakan bahwa intersep 

dari setiap individu berbeda, sementara kemiringan antar individu 

tetap atau sama. Pendekatan ini memanfaatkan variabel dummy untuk 

mencerminkan perbedaan intersep antar individu. Model Fixed Effect 

dengan menggunakan variabel dummy dapat dijelaskan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑃𝐸𝑁𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝐸𝑆2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝐾𝑂3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐹𝑈4𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐷5𝑖𝑡 + ⋯ + 𝜀𝑖𝑡 
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3.3.3. Model Random Effect 

Model random effect mirip dengan model fixed effect. 

Perbedaannya terletak pada cara penanganan perbedaan intersep. Jika 

pada model fixed effect, perbedaan intersep diakomodasi langsung 

karena ada perbedaan antara individu dan waktu, sedangkan pada 

model random effect, perbedaan intersep antara individu dan waktu 

disebabkan oleh residual/error yang terjadi secara acak. Model random 

effect menggunakan teknik generalized least square (GLS). Persamaan 

regresi pada model random effect juga menggunakan variabel dummy 

untuk menjelaskan perbedaan antara individu. Secara umum, 

persamaan regresi dari model random effect dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽̅𝑜 + 𝛽1𝑙𝑛𝑃𝐸𝑁𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝐸𝑆2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐸𝐾𝑂3𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝐹𝑈4𝑖𝑡 + ∑ 𝛼𝑘𝐷𝑘𝑖 + (𝜀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖)

𝑛

𝑘=1

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽̅𝑜 + 𝛽1𝑙𝑛𝑃𝐸𝑁𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐾𝐸𝑆2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐸𝐾𝑂3𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝐹𝑈4𝑖𝑡 + ∑ 𝛼𝑘𝐷𝑘𝑖 + 𝑉𝑖 

𝑛

𝑘=1

 

Keterangan 

𝑌𝑖𝑡 : Indeks Pembangunan Manusia 

𝛽̅𝑜 : Rata-rata intersep populasi 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 : Koefisien  𝑃𝐸𝑁𝐷, 𝐾𝐸𝑆, 𝐸𝐾𝑂, 𝑃𝐹𝑈  
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𝑙𝑛𝑃𝐸𝑁𝐷1𝑖𝑡  : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

(rupiah) 

𝑙𝑛𝐾𝐸𝑆2𝑖𝑡 : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

(rupiah) 

𝑙𝑛𝐸𝐾𝑂3𝑖𝑡 : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perekonomian 

(rupiah) 

𝑙𝑛𝑃𝐹𝑈4𝑖𝑡 : Log dari pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan 

fasilitas umum (rupiah) 

𝛼𝑘 : Intersep variabel dummy dari masing-masing provinsi 

𝐷𝑘𝑖 : variabel dummy dari masing-masing provinsi 

𝜀𝑖𝑡 : variabel gangguan (error) 

𝜇𝑖 : variabel gangguan yang bersifat random 

𝑉𝑖 : εit+μi 

3.4. Pemilihan Model 

Karena terdapat tiga model alternatif untuk mengestimasi regresi data panel, 

kita perlu memilih satu model yang paling optimal dalam menjelaskan hubungan 

antara variabel dependen dan independen. Proses pemilihan dilakukan dalam dua 

tahap. Tahap pertama adalah membandingkan model common effect dan model fixed effect. 

Tahap kedua adalah membandingkan model fixed effect dengan model random effect. 

Dengan menggunakan alat bantu Eviews 12, kedua tahap pengujian ini dapat dilakukan 

dengan uji Chow (antara common effect dan fixed effect), uji Hausman (antara fixed effect dan 

random effect), dan uji Lagrange Multiple (antara random effect dan common effect). 
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3.4.1. Uji Chow 

Uji Chow (Chow test) diterapkan untuk menentukan pilihan yang 

optimal antara model fixed effect dan model common effect (Basuki dan 

Prawoto, 2016). Jika model fixed effect terbukti lebih superior daripada 

model common effect, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

Hausman. Namun, jika model common effect lebih baik, maka tidak perlu 

melanjutkan ke uji Hausman, dan model common effect akan menjadi 

pilihan yang lebih tepat untuk analisis regresi. Uji fixed effect dapat 

dilakukan menggunakan uji F-statistik. Berikut ini adalah formulanya. 

𝐹 =
𝑆𝑆𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑅𝑈/𝑞

𝑆𝑆𝑅𝑈/(𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan 

𝑆𝑆𝑅𝑅 : restricted sum squared of residuals 

𝑆𝑆𝑅𝑈 : unrestricted sum squared of residuals 

𝑞 : jumlah restriksi/pembatas dalam mode 

𝑛 : jumlah observasi 

𝑘 : jumlah parameter estimasi 

 

Hipotesis dari uji Chow ini adalah sebagai berikut. 

H0 = common effect model lebih baik dari pada fixed effect model 

H1 = fixed effect model lebih baik dari pada common effect model 
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Penentuan antara hipotesis nul (H0) dan hipotesis alternatif 

(H1) terjadi dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai kritis 

F. Jika nilai F-statistik lebih rendah dari nilai kritis F, maka hipotesis 

nul (H0) akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-statistik lebih tinggi dari 

nilai kritis F, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak 

hipotesis nul (H0) atau menerima hipotesis alternatif (H1). 

3.4.2. Uji Hausman 

Apabila uji Chow menunjukkan bahwa model fixed effect lebih 

cocok, maka uji Hausman (Hausman test) dilakukan untuk menentukan 

model yang lebih optimal antara fixed effect dan random effect (Basuki dan 

Prawoto, 2016). Formula untuk menghitung nilai uji Hausman dapat 

ditemukan di bawah ini. 

  

𝑚 = 𝑞̂ 𝑣𝑎𝑟(𝑞̂)−1𝑞̂ 

Keterangan 

m : nilai Chi-squares statistik dari uji Hausman 

𝑞̂ : perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien 

𝑣𝑎𝑟(𝑞̂) : kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak 

efisien 

Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut. 

H0 = random effect model lebih baik dari pada fixed effect model 

H1 = fixed effect model lebih baik dari pada random effect model 
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Hasil dari uji Hausman mengikuti distribusi Chi-square. 

Penentuan antara hipotesis nul (H0) dan hipotesis alternatif (H1) 

terjadi dengan membandingkan nilai statistik Chi-square dengan nilai 

kritis Chi-square. Nilai kritis Chi-square dapat ditemukan di dalam tabel 

distribusi Chi-square dengan degree of freedom (k) yang sesuai dengan 

jumlah variabel independen. Apabila nilai kritis Chi-square lebih besar 

dari nilai statistik Chi-square, maka keputusan yang diambil adalah 

menolak hipotesis nul (H0). Sebaliknya, jika nilai kritis Chi-square lebih 

kecil dari nilai statistik Chi-square, maka keputusan yang diambil adalah 

tidak menolak hipotesis nul (H0) atau menerima hipotesis alternatif 

(H1). 

3.4.3. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

adalah tes untuk menentukan apakah model Random Effect atau 

model Common Effect (OLS) yang harus digunakan. Uji signifikansi 

Random Effect ini diperkenalkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch 

Pagan untuk uji signifikansi Random Effect berdasarkan pada nilai residual 

dari metode OLS. Nilai statistik LM dihitung menggunakan formula 

berikut: 

 

𝐿𝑀 =
nT

2(𝑇 − 1)
  [

∑ (𝑇𝑒̂𝑖)
2𝑛

𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑛

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

− 1]

2

 

Keterangan 

𝑛 : jumlah Individu 

𝑇 : jumlah periode waktu 
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𝑒 : residual metode Common Effect (OLS) 

Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut  

H0 :Common Effect Model lebih baik dari pada Random Effect Model 

H1 :Random Effect Model lebih baik dari pada Common Effect Model 

Uji Lagrange Multiplier (LM) yang bergantung pada distribusi 

chi-square dengan derajat kebebasan sebanding dengan jumlah variabel 

independen, digunakan untuk menentukan model regresi data panel 

yang paling sesuai (Widarjono, 2009). Jika nilai statistik LM melebihi 

nilai kritis chi-square, maka hipotesis nul ditolak dan metode Random 

Effect dipilih dibandingkan metode Common Effect. Sebaliknya, jika nilai 

statistik LM lebih kecil dari nilai kritis chi-square, maka hipotesis nul 

diterima dan metode Common Effect digunakan daripada metode 

Random Effect. Namun, dalam konteks ini, uji LM tidak diperlukan 

karena uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model Fixed 

Effect adalah yang paling sesuai. Uji LM hanya relevan jika uji Chow 

menyatakan bahwa model Common Effect lebih cocok dan uji Hausman 

menunjukkan bahwa model Random Effect adalah yang paling tepat. 

Dalam situasi ini, uji LM diperlukan sebagai langkah akhir untuk 

menetapkan model mana yang lebih tepat, apakah Common Effect atau 

Random Effect. 

3.5. Pengujian Statistik 

Pengujian statistik dilakukan untuk memverifikasi apakah hasil regresi 

mencerminkan keadaan sebenarnya dari populasi dengan tingkat akurasi yang 

memadai. Dalam penelitian ini, pengujian statistik akan meliputi pemeriksaan 
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koefisien determinasi (𝑅2), uji kecocokan model (uji F), dan uji signifikansi 

variabel individual (uji t). 

3.5.1. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai tingkat 

kesesuaian garis regresi dengan nilai sebenarnya (Widarjono, 2013). 

Rentang nilai koefisien determinasi adalah 0 hingga 1, di mana semakin 

mendekati 1, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan 

variasi-variabel dependen. Perhitungan nilai koefisien determinasi 

dapat dilakukan menggunakan rumus berikut. 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝐶

𝐸𝑆𝐶 + 𝑅𝑆𝑆
 

 Keterangan: 

𝑅2 : koefisien determinasi 

𝐸𝑆𝑆 : explained sum of squares 

𝑅𝑆𝑆 : residual sum of squares 

Kenaikan variabel independen akan meningkatkan nilai koefisien 

determinasi. Dalam penanganannya, solusi yang digunakan adalah adjusted 

𝑅2, yaitu versi koefisien determinasi yang telah disesuaikan. 

3.5.2. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji F, yang dikenal juga sebagai uji kecocokan model, 

merupakan metode pengujian yang memastikan apakah semua 
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variabel independen memiliki dampak pada variabel dependen. Nilai 

statistik F dapat dihitung menggunakan formula khusus. 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1)

1 − 𝑅2/(𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan 

𝐹 : nilai F statistik 

𝑅2 : koefisien determinasi 

𝑛 : jumlah observasi 

𝑘 : jumlah parameter estimasi 

Prosedur pengujian uji F melibatkan perbandingan antara nilai F 

hitung dengan nilai kritis F. Nilai kritis F dapat ditemukan dengan menentukan 

degree of freedom. Dalam tabel distribusi F, terdapat dua derajat kebebasan, yaitu 

df(N1) dan df(N2), yang dapat dihitung dengan rumus spesifik. 

df(N1)  : k - 1 

Df(N2) : n - k 

Kemudian, uji F memerlukan pembentukan hipotesis untuk 

menentukan tindakan selanjutnya. Hipotesis yang dibuat dari hasil uji F adalah 

sebagai berikut: 

𝐻𝑜: 𝛽1 =  𝛽2 =  𝛽3 = 𝛽4 = 0, secara simultan tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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𝐻𝑜: 𝛽1 ≠  𝛽2 ≠  𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 0 secara simultan ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Penentuan antara hipotesis nul (H0) dan hipotesis alternatif 

(H1) bergantung pada perbandingan antara nilai F-statistik dan nilai F 

kritis. Jika nilai F kritis lebih tinggi dari nilai F-statistik, maka hipotesis 

nul (H0) ditolak. Sebaliknya, jika nilai F kritis lebih rendah dari nilai F-

statistik, maka hipotesis nul (H0) tidak ditolak, atau hipotesis alternatif 

(H1) diterima. 

3.5.3. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t) 

Pengujian signifikansi variabel independen, umumnya dikenal 

sebagai uji t, mengacu pada tabel distribusi t. Tujuan uji ini adalah 

untuk menilai dampak variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. Nilai kritis t dapat diidentifikasi dengan merujuk 

pada tabel distribusi t yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 5% (0,05), sehingga nilai t kritis 

dapat ditemukan dengan mencari df (degree of freedom) menggunakan 

rumus df = n - k. Di mana, n merupakan jumlah observasi, dan k 

merupakan jumlah variabel yang dianalisis (termasuk variabel 

independen dan dependen). Nilai Uji Signifikansi Variabel 

Independen dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

𝑡 =
𝐶𝑜

𝑆𝐸
 

 Keterangan: 
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𝑡 : nilai t statistik 

𝐶𝑜 : koefisien dari variabel regresi 

𝑆𝐸 : standar error 

 Keputusan yang didasarkan pada hipotesis di atas ditentukan 

dengan mempertimbangkan perbandingan antara nilai t kritis dan nilai 

t-statistik. Jika nilai t kritis lebih besar daripada nilai t-statistik, maka 

hipotesis nul (H0) ditolak. Sebaliknya, jika nilai t kritis lebih kecil 

daripada nilai t-statistik, maka hipotesis nul (H0) tidak ditolak, atau 

hipotesis alternatif (H1) diterima.  
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah berdasarkan bidangnya di sektor 

Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Perumahan dan Fasilitas 

Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 

Provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan data sekunder, bersumber dari situs web resmi 

Indonesia. Data yang ada dalam penelitian berbentuk data panel, 

yaitu gabungan dari data cross section dan time series. Data cross section 

berupa 33 Provinsi di Indonesia, sedangkan data time series yaitu 

tahun 2010-2022. Variabel yang dianalisis meliputi variabel 

independen yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah untuk 

pendidikan (PEND), kesehatan (KES), ekonomi (EKO), dan 

perumahan serta fasilitas umum (PFU). Sedangkan variabel 

dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 

Provinsi di Indonesia. Untuk menganalisis data, penelitian ini 

menggunakan perangkat lunak Econometric EViews 12 dan 

Microsoft Excel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

ekonometrik. 

Hasil Pengolahan Data 

Statistika deskriptif adalah analisis statistik yang menggunakan 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai 

maksimum untuk memberikan gambaran tentang karakteristik 
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variabel penelitian. Nilai total data dibagi dengan jumlah data yang 

ada adalah mean, dan standar deviasi adalah akar dari jumlah 

kuadrat dari perbedaan nilai data dengan banyak data. Kemudian 

nilai tertinggi dalam data yang diteliti disebut maksimum, dan nilai 

terkecil yang ada dalam data tersebut sebagai minimum. Hasil 

statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif 

 
IPM PEND 

(Milyar 
Rupiah) 

KES 
(Milyar 
Rupiah) 

EKO 
(Milyar 
Rupiah) 

PFU 
(Milyar 
Rupiah) 

Mean 
 
69.02 

                                         
2027.124 

                                               
762.3846  

                                               
708.5501 

                                               
832.0047 

Median 
 
69.05 

                                               
894 

                                               
357 

                                               
395 

                                               
486 

Maximum 
 
81.65 

                                         
22953  

                                           
11014 

                                           
8024 

                                         
11759  

Minimum 
 
54.45 

                                                    
3 

                                                    
4 

                                                    
7 

                                                    
2 

Std. Dev. 
 
4.5813 

                                           
3272.826 

                                           
1367.964 

                                               
870.7197  

                                           
1284.767 

Observation 
429 429 429 429 429 

Sumber: Lampiran I. Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah 

observasi untuk 33 Provinsi selama 2010-2022 berjumlah 429 observasi (33 

cross section dan 10 time series). Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2010-2022 sebesar 69,02 persen, 

dengan nilai tertinggi sebesar 81,65 persen, dan nilai terendah sebesar 54,45 

persen. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan (PEND) selama tahun 2010-2022 sebesar 2027.124 (Milyar 

rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar 22953 (Milyar rupiah) dengan nilai 

terendah sebesar 3 (Milyar rupiah) 

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan (KES) selama tahun 2010-2022 sebesar 762.3846 (Milyar 

rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar 11014 (Milyar rupiah) dan nilai terendah 

sebesar 4 (Milyar rupiah). Nilai rata-rata yang diperoleh variabel pengeluaran 

pemerintah di bidang ekonomi (EKO) selama tahun 2010-2022 sebesar 
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708.5501 (Milyar Rupiah) dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 8024 (Milyar 

rupiah) dan nilai terendah sebesar 7 (Milyar rupiah) Nilai rata-rata yang 

diperoleh variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas 

umum (PFU) selama tahun 2010-2022 sebesar 832.0047 (Milyar rupiah) 

dengan nilai tertinggi sebesar 11759 (Milyar rupiah) dan nilai terendah sebesar 

2 (Milyar rupiah). 

Selanjutnya Pemilihan model bergantung pada asumsi yang diadopsi 

oleh peneliti dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data statistik 

yang benar, sehingga hasilnya dapat dijustifikasi secara statistik. Oleh karena 

itu, langkah awal yang perlu diambil adalah memilih model yang paling sesuai 

dari tiga model yang tersedia. Data panel yang telah dikumpulkan kemudian 

disubstitusi menggunakan model fixed effect, model random effect, dan model 

common effect, dengan hasil sebagai berikut: 

4.1.1. Regresi Fixed Effect Model 

Model Fixed Effect adalah model di mana intercept berbeda-beda untuk 

setiap subjek (cross section), tetapi slope untuk setiap subjek tetap tidak berubah 

seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept bervariasi di antara 

subjek, sementara slope tetap konstan di antara subjek. Model ini sering 

dikenal sebagai Model Least Square Dummy Variables (LSDV). Output regresi 

dari Model Fixed Effect dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model 

Variabel 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 24.27937 4.236181 5.731430 0.0000 

LOG(PEND) 0.915509 0.091196 10.03895 0.0000 

LOG(KES) 1.125891 0.189527 5.940535 0.0000 

LOG(EKO) 0.182963 0.169756 1.077800 0.2818 

LOG(PFU) -0.571629 0.078788 -7.255267 0.0000 

R-squared 
 

0.917695 
  

F-statistic 
 

121.4096 
  

Prob (F-
statistic) 

 

0.000000 

  

Sumber: Olah Data Eviews 12 

4.1.2. Regresi Random Effect Model 

Model random effect terjadi karena varisasi dalam nilai dan arah 

hubungan antara subjek diasumsikan sebagai acak, yang dinyatakan dalam 

bentuk sisa. Model ini melakukan estimasi pada data panel di mana variabel 

sisa diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random 

effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect. Prosedur analisis 

data panel menggunakan model random effect harus memenuhi syarat bahwa 

jumlah cross section harus lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Output 

dari regresi model random effect dapat ditemukan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 3 Hasil Analisis Regresi Random Effect Model 

Variabel 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 24.60646 4.225534 5.823278 0.0000 

LOG(PEND) 0.923790 0.090829 10.17068 0.0000 

LOG(KES) 1.117875 0.187937 5.948124 0.0000 

LOG(EKO) 0.170559 0.168994 1.009259 0.3134 

LOG(PFU) -0.571907 0.078531 -7.282527 0.0000 

R-squared 
 

0.5700875 
  

F-statistic 
 

141.0142 
  

Prob (F-
statistic) 

 

0.000000 

  

Sumber: Olah Data Eviews 12 

4.1.3. Regresi Common Effect Model 

Model common effect adalah sebuah model regresi yang 

mengintegrasikan data cross section dan time series, dan memanfaatkan metode 

OLS untuk mengestimasi model data panel. Model common effect ini adalah 

model yang paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Hasil 

regresi dari model common effect dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 4. 4 Hasil Analisis Common Effect Model 

Variabel 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 33.52222 6.239659 5.372444 0.0000 

LOG(PEND) 1.450494 0.222053 6.532207 0.0000 

LOG(KES) 0.946384 0.360484 2.625315 0.0090 

LOG(EKO) -0.617470 0.386207 -1.598808 0.1106 

LOG(PFU) -0.483868 0.191808 -2.522669 0.0120 

R-squared 
 

0.241101 
  

F-statistic 
 

33.67600 
  

Prob (F-
statistic) 

 

0.000000 

  

Sumber: Olah Data Eviews 12 

Pemilihan Model Regresi 

Penentuan model terbaik di antara model ranfom effect, fixed effect, dan 

common effect dilakukan melalui tiga teknik estimasi model. Ketiga teknik ini 

diterapkan dalam regresi data panel untuk mendapatkan model yang paling 

sesuai dalam mengestimasi regresi data panel. Uji pertama adalah Chow Test, 

yang digunakan untuk memilih antara model common effect atau model fixed effect. 

Uji kedua adalah Hausman Test, yang digunakan untuk memilih antara model 

fixed effect atau model random effect yang terbaik dalam mengestimasi regresi data 

panel. Sementara itu, uji ketiga adalah Lagrange Multiplier (LM) Test, yang 

digunakan untuk memilih antara model common effect atau model random effect. 

Setiap uji ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 
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4.1.4. Chow Test 

Setelah mendapatkan hasil dari model common effect dan model fixed 

effect, langkah berikutnya adalah melakukan uji Chow. Chow test adalah prosedur 

untuk membandingkan model common effect atau model fixed effect. Dalam 

pendekatan ini, apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha (5%) maka 

model terbaik adalah common effect model. Namun, jika nilai probabilitas kurang 

dari alpha (5%) maka model terbaik adalah fixed effect model. Hasil chow test dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 5 Hasil Chow Test 

Effects Test 
Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 100.701344 (32,392) 0.0000 

Cross-section Chi-
squared 952.993989 32 0.0000 

      Sumber: Olah Data Eviews 12 

Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 

0.0000 <0.05 dan nilai probabilitas Cross-section Chi-squared sebesar 0.0000 

<0.05. maka menolak H0 yang artinya model yang terpilih adalah fixed effect 

model. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa fixed effect model lebih tepat 

dibandingkan dengan common effect model. 

4.1.5. Hausman Test 

Hasil dari pengujian Chow test menunjukkan bahwa regresi yang lebih 

sesuai untuk digunakan adalah regresi fixed effect model. Maka akan dilanjutkan 

dengan hausman test, yang merupakan uji untuk membandingkan random effect 

model dengan fixed effect model. Jika nilai probabilitas Cross-section random lebih 

besar dari alpha (5%) maka model terbaik adalah random effect model, dan jika 
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nilai probabilitas kurang dari alpha (5%) maka model yang paling cocok adalah 

fixed effect model. Hasil hausman test dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 6 Hasil Hausman Test 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob 

Cross-section random 
3.697949 4 0.4484 

Sumber: Olah Data Eviews 12 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai probabilitas Cross-section random 

sebesar 0.4484 > 0.05 maka gagal menolak H0 yang artinya model yang 

terpilih adalah random effect model yang paling tepat dibandingkan dengan fixed 

effect model. 

4.1.6. Lagrange Multiplier (LM) Test 

Hasil pengujian Chow test dan Hausman test menegaskan bahwa regresi 

yang sesuai untuk digunakan adalah regresi fixed effect model dan random effect 

model. Namun, untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan lagrange multiplier 

test. Lagrange multiplier test merupakan uji untuk membandingkan common effect 

model dengan random effect model. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha 

(5%) maka common effect model adalah yang terbaik. Tetapi ketika nilai 

probabilitas kurang dari alpha (5%) maka random effect model adalah yang terbaik. 

Hasil lagrange multiplier test dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 7 Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test 

 
Test 

Hypothesis 

  

 
Cross-section Time Both 

Breusch-Pagan  1933.766  10.88973  1944.655 

 0.0000 0.0010 0.0000 

Sumber: Olah Data Eviews 12 

Dalam penelitian ini, uji Lagrange multiplier menggunakan metode 

Breusch-Pagan. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas kedua Breusch-

Pagan adalah 0.0000, yang kurang dari 0.05, sehingga hipotesis nol ditolak, 

menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model random effect. Temuan 

ini mengindikasikan bahwa model random effect lebih cocok dibandingkan 

dengan model common effect. 

Model Regresi Terbaik 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan Uji Koefisien Determinasi 

(R2), Uji F atau Simultan (Uji Kelayakan Model), Uji t atau Parsial (Uji 

Signifikan), dan Intercept menggunakan regresi random effect model. Hasil regresi 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan 

model terbaik yaitu random effect model. Hasil random effect model dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Uji Hipotesis 

Variabel 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 24.60646 4.225534 5.823278 0.0000 

LOG(PEND) 0.923790 0.090829 10.17068 0.0000 

LOG(KES) 1.117875 0.187937 5.948124 0.0000 

LOG(EKO) 0.170559 0.168994 1.009259 0.3134 

LOG(PFU) -0.571907 0.078531 -7.282527 0.0000 

R-squared 
 

0.5700875 
  

F-statistic 
 

141.0142 
  

Prob (F-
statistic) 

 

0.000000 

  

Sumber: Olah Data Eviews 12 

4.1.7. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi atau coefficient of determination (R2) mengukur 

proporsi atau persentase total variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh 

model regresi adalah tujuan dari pengujian ini. Dengan kata lain, uji ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau determinasi dari 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, 

bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Hasil uji ini menunjukkan nilai R-Squared sebesar 0.5700875 atau 

57.0087%. nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum mampu menjelaskan 

variabel indeks pembangunan manusia di Indonesia sebesar 57.0087%, 
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sedangkan sisanya yaitu 44.8410% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

4.1.8. Uji simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji F penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yakni pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum secara simultan terhadap variabel dependen 

yaitu indeks pembangunan manusia. Hasil pengujian menunjukkan Nilai F 

hitung sebesar 141.0142 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000 < 0.05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perumahan dan fasilitas umum secara bersama-

sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 

2010-2022. 

4.1.9. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial-parsial dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

1. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan (PEND) didapatkan koefisien dari pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan positif sebesar 0.923790 dengan 

probabilitas 0.0000 < 0.05 sehingga menunjukkan bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan signifikan, artinya 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-

2022. 
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2. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

(KES) didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan positif sebesar 1.117875 dengan probabilitas 0.0000 < 0.05 

sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah 

di bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia di Indonesia tahun 2010-2022. 

3. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi 

(EKO) didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang 

ekonomi sebesar 0.170559 dengan probabilitas 0.3134 > 0.05 

sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang ekonomi tidak signifikan, artinya variabel pengeluaran 

pemerintah di bidang ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-2022. 

4. Hasil uji t pada variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

perumahan dan fasilitas umum (PFU) didapatkan koefisien dari 

pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum 

negatif sebesar -0571907 dengan probabilitas 0.0000 < 0.05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

perumahan dan fasilitas umum signifikan, artinya variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum 

berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di 

Indonesia tahun 2010-2022. 
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4.1.10. Interpretasi Hasil 

Y = 24.60 + 0.9237 LOG(PEND) + 1.1178 LOG(KES) + 0.1705 

LOG(EKO) - 0.5719 LOG(PFU) 

1. Nilai konstanta sebesar 24.60 artinya tanpa adanya variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (PEND), 

bidangkesehatan (KES), bidang ekonomi (EKO) dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum (PFU) maka variabel indeks 

pembangunan manusia (IPM) akan mengalami peningkatan sebesar 

24.60%. 

2. Nilai koefsien variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

(PEND) sebesar 0.9237, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel 

PEND mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks 

pembangunan manusia (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

0.9237%. 

3. Nilai koefsien variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 

(KES) sebesar 1.1178, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel 

KES mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks 

pembangunan manusia (IPM) akan mengalami peningkatan sebesar 

1.1178%. 

4. Nilai koefsien variabel pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi 

(EKO) sebesar 0.1705, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel 

EKO mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel indeks 

pembangunan manusia (IPM) akan mengalami peningkatan sebesar 

0.1178%. 

5. Nilai koefsien variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan 

dan fasilitas umum (PFU) sebesar -0.5719, jika nilai variabel lain 
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konstanta dan variabel PFU mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka variabel indeks pembangunan manusia (IPM) akan mengalami 

penurunan sebesar 0.5719%. 

4.1.11. Intercept 

Tabel 4. 9 Cross Effect 

PROVINSI 
Effect   

Aceh 
 

-0.807584 
 

24.60646 
 

23.79888 

Sumatera Utara 
 

0.388177 24.60646 
 

24.99464 

Sumatera Barat 
 

1.401642 24.60646 
 

26.0081 

Riau 
 

1.446074 24.60646 
 

26.05253 

Jambi 
 

0.488563 24.60646 
 

25.09502 

Sumatera Selatan 
 

-0.503023 24.60646 
 

24.10344 

Bengkulu 
 

0.888209 24.60646 
 

25.49467 

Lampung 
 

-2.053555 24.60646 
 

22.55291 

DKI Jakarta 
 

5.786647 24.60646 
 

30.39311 

Jawa Barat 
 

-1.866523 24.60646 
 

22.73994 

Jawa Tengah 
 

-1.790614 24.60646 
 

22.81585 

DI Yogyakarta 
 

10.30419 24.60646 
 

34.91065 

Jawa Timur 
 

-2.843202 24.60646 
 

21.76326 

Kalimantan Barat 
 

-3.040327 24.60646 
 

21.56613 

Kalimantan Tengah 
 

0.965616 24.60646 
 

25.57208 

Kalimantan Selatan 
 

-0.876005 24.60646 
 

23.73046 

Kalimantan Timur 
 

4.715475 24.60646 
 

29.32194 
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Sulawesi Utara 
 

3.131821 24.60646 
 

27.73828 

Sulawesi Tengah 
 

-1.174067 24.60646 
 

23.43239 

Sulawesi Selatan 
 

-0.517992 24.60646 
 

24.08847 

Sulawesi Tenggara 
 

1.151967 24.60646 
 

25.75843 

Bali 
 

4.847653 24.60646 
 

29.45411 

Nusa Tenggara Barat 
 

-2.342729 24.60646 
 

22.26373 

Nusa Tenggara Timur 
 

-5.597229 24.60646 
 

19.00923 

Maluku 
 

-0.278288 24.60646 
 

24.32817 

Papua 
 

-11.21933 24.60646 
 

13.38713 

Maluku Utara 
 

-1.175419 24.60646 
 

23.43104 

Banten 
 

1.603076 24.60646 
 

26.20954 

Bangka Belitung 
 

1.815546 24.60646 
 

26.42201 

Gorontalo 
 

-0.468907 24.60646 
 

24.13755 

Kepulauan Riau 
 

5.642534 24.60646 
 

30.24899 

Papua Barat 
 

-4.312799 24.60646 
 

20.29366 

Sulawesi Barat 
 

-3.709596 24.60646 
 

20.89686 

Sumber: Olah Data Eviews 12 

Dari tabel 4.9, dapat diamati bahwa setiap provinsi memiliki koefisien 

model efek acak yang berbeda-beda. Hal ini menggambarkan bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan 

perumahan serta fasilitas umum memiliki dampak yang bervariasi pada indeks 

pembangunan manusia di masing-masing provinsi di Indonesia. 
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1. Aceh 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Aceh 

yaitu 23.79888 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, 

bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas 

umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Aceh sebesar 23.79888. 

2. Sumatera Utara 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sumatera Utara yaitu 24.99464 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera 

Utara sebesar 24.99464. 

3. Sumatera Barat 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sumatera Barat yaitu 26.0081 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera 

Barat sebesar 26.0081. 

4. Riau 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Riau 

yaitu 26.05253 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran 

di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, 

dan bidang perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, 
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maka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Riau 

sebesar 26.05253. 

5. Jambi 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jambi 

yaitu 25.09502 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, 

bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas 

umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Jambi sebesar 25.09502. 

6. Sumatera Selatan 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sumatera Selatan yaitu 24.10344 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera 

Selatan sebesar 24.10344. 

7. Bengkulu 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Bengkulu yaitu 25.49467 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Bengkulu sebesar 25.49467 

8. Lampung 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Lampung yaitu 22.55291 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 
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kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Lampung sebesar 22.55291. 

9. DKI Jakarta 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi DKI 

Jakarta yaitu 30.39311 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 30.39311. 

10. Jawa Barat 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jawa 

Barat yaitu 22.73994 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Jawa Barat sebesar 22.73994. 

11. Jawa Tengah 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jawa 

Tengah yaitu 22.81585 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 22.81585. 

12. DI Yogyakarta 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi DI 

Yogyakarta yaitu 34.91065 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 
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kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 34.91065. 

13. Jawa Timur 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Jawa 

Timur yaitu 21.76326 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Jawa Timur sebesar 21.76326. 

14. Kalimantan Barat 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Kalimantan Barat yaitu 21.56613 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan 

Barat sebesar 21.56613. 

 

 

15. Kalimantan Tengah 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Kalimantan Tengah yaitu 25.57208 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan 

Tengah sebesar 25.57208. 
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16. Kalimantan Selatan 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Kalimantan Selatan yaitu 23.73046 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan 

Selatan sebesar 23.73046. 

17. Kalimantan Timur 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Kalimantan Timur yaitu 29.32194 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan 

Timur sebesar 29.32194. 

18. Sulawesi Utara 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sulawesi Utara yaitu 27.73828 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi 

Utara sebesar 27.73828. 

19. Sulawesi Tengah 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sulawesi Tengah yaitu 23.43239 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 
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bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi 

Tengah sebesar 23.43239. 

20. Sulawesi Selatan 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu 24.08847 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi 

Selatan sebesar 24.08847. 

21. Sulawesi Tenggara 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sulawesi Tenggara yaitu 25.75843 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi 

Tenggara sebesar 25.75843. 

22. Bali 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Bali 

yaitu 29.45411 hal ini berarti apabila variabel pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, 

bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas 

umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Bali sebesar 29.45411. 

23. Nusa Tenggara Barat 
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Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yaitu 22.26373 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebesar 22.26373. 

24. Nusa Tenggara Timur 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yaitu 19.00923 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Nusa 

Tenggara Timur sebesar 19.00923. 

25. Maluku 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Maluku yaitu 24.32817 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Maluku sebesar 24.32817. 

26. Papua 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Papua yaitu 13.38713 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 
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fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Papua sebesar 13.38713. 

27. Maluku Utara 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Maluku Utara yaitu 23.43104 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Maluku Utara sebesar 23.43104. 

28. Banten 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Banten yaitu 26.20954 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Banten sebesar 26.20954. 

29. Bangka Belitung 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Bangka Belitung yaitu 26.42201 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Bangka 

Belitung sebesar 26.42201. 

30. Gorontalo 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Gorontalo yaitu 24.13755 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 
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kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Gorontalo sebesar 24.13755. 

31. Kepulauan Riau 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu 30.24899 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kepulauan 

Riau sebesar 30.24899. 

32. Papua Barat 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Papua Barat yaitu 20.29366 hal ini berarti apabila variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan 

fasilitas umum dianggap tetap, maka indeks pembangunan 

manusia pada Provinsi Papua Barat sebesar 20.29366. 

 

 

33. Sulawesi Barat 

Jika dilihat dari tabel 4.9 nilai intercept pada Provinsi 

Sulawesi Barat yaitu 20.89686 hal ini berarti apabila 

variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang 

perumahan dan fasilitas umum dianggap tetap, maka 

indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sulawesi 

Barat sebesar 20.89686. 
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Pembahasan 

Pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis yang diperoleh 

melalui penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

4.1.12. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan ada pengaruh positif karena jika pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan mengalami peningkatan, maka indeks 

pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. 

Jika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mengalami penurunan, 

maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Variabel 

pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 

2010-2022. Hasil analisis regresi ini sesuai dengan teori Keynesian. Teori ini 

berfokus pada peran pengeluaran pemerintah dalam mengatasi masalah 

ketidakseimbangan ekonomi, terutama dalam situasi resesi atau penganggaran. 

Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat merangsang permintaan agregat 

dan menghidupkan kembali perekonomian dengan meningkatkan 

pengeluaran publik, terutama dalam bentuk pengeluaran infrastruktur dan 

program-program stimulus ekonomi. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Sethi et al., 2020) dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 

memiliki dampak positif yang signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia 

di negara-negara Asia Selatan. Dimana dalam jangka panjang pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan yang meningkat akan melahirkan masyarakat 

yang mampu bersaing dalam berbagai bidang ilmu sehingga akan 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi lebih baik. IPM 

melibatkan indikator seperti harapan hidup, angka melek huruf, akses ke 

pendidikan, dan pendapatan per kapita. Selain itu, pengeluaran pemerintah di 

sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan 

juga akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu 

dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya 

sampai ke tingkat yang lebih tinggi. 

4.1.13. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan ada pengaruh positif karena jika pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan, maka indeks 

pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. 

Jika pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mengalami penurunan, maka 

indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Variabel 
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pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2010-

2022. Hasil analisis ini sesuai dengan teori Keynesian yang dikemukakan oleh 

ekonom John Maynard Keynes. Dalam teori tersebut mendukung peran 

pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya intervensi 

pemerintah melalui pengeluaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan 

sosial. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Mongan, 2019). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah pusat dalam sektor kesehatan memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM. Investasi pemerintah di sektor kesehatan melibatkan 

penyaluran dana untuk mengakuisisi dan merawat infrastruktur fisik maupun 

nonfisik dalam bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas 

pembangunan fasilitas publik yang mempermudah akses masyarakat terhadap 

layanan kesehatan. Dengan memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan, 

kebutuhan dasar akan kesehatan dapat terpenuhi, mengakibatkan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. Dengan mengalokasikan sumber daya pemerintah 

secara optimal, khususnya dalam sektor kesehatan, maka peningkatan kualitas 

kesehatan dapat dicapai, yang pada gilirannya memungkinkan terwujudnya 

produktivitas yang lebih tinggi. 

4.1.14. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ekonomi 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
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ada bukti yang menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor 

ekonomi tidak memiliki dampak signifikan yang bersifat positif terhadap 

indeks pembangunan manusia. Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran 

pemerintah di bidang ekonomi ada pengaruh positif karena Pengeluaran 

pemerintah di sektor ekonomi sering kali difokuskan pada upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, investasi dalam 

industri tertentu, dan stimulus fiskal. Meskipun hal ini dapat memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, 

pengaruhnya terhadap aspek-aspek lain yang memengaruhi IPM seperti 

pendidikan dan kesehatan mungkin tidak sebesar atau signifikan. Di samping 

itu, Meskipun pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi dapat meningkatkan 

pendapatan dan peluang ekonomi bagi sebagian masyarakat, namun tingkat 

kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih tinggi di Indonesia dapat 

menghambat efek positifnya terhadap IPM secara keseluruhan. Faktor-faktor 

seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang merata masih 

menjadi tantangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Barro, 

1990). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah yang 

besar dalam sektor ekonomi bisa menyebabkan efek crowding out, di mana 

sektor swasta mengalami penurunan investasi karena persaingan sumber daya 

yang lebih sedikit. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan dan pada akhirnya mempengaruhi IPM. Disamping itu, 

pengeluaran pemerintah dalam sektor ekonomi dapat menjadi tidak efisien, 

misalnya karena korupsi, birokrasi yang berlebihan, atau alokasi yang tidak 

tepat. Hal ini dapat mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan 

oleh pengeluaran tersebut terhadap IPM (Acemoglu & Robinson., 2012). 
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4.1.15. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Perumahan dan 

Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada bukti yang menegaskan bahwa pengeluaran 

pemerintah pada sektor perumahan dan fasilitas umum memiliki dampak 

signifikan yang bersifat negatif terhadap indeks pembangunan manusia. 

Apabila dilihat dari nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang 

perumahan dan fasilitas umum ada pengaruh negatif karena pengeluaran 

pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum tidak diarahkan dengan 

baik, kualitas infrastruktur dapat menurun. Fasilitas umum yang buruk, seperti 

jalan rusak, sistem air yang tidak memadai, atau kurangnya aksesibilitas ke 

fasilitas kesehatan, dapat menghambat perkembangan manusia. 

Temuan ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh (Halim, dkk, 

2022. Penelitian tersebut mencatat bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di 

bidang perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh negatif, namun 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota 

dan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh adanya faktor-faktor lain yang juga turut berkontribusi terhadap IPM, 

sehingga dampak dari alokasi pengeluaran pemerintah tersebut mungkin 

terdapat pembatasan. Beberapa penelitian telah menyoroti bahwa pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga mungkin tidak memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel terkait, namun mungkin 
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memiliki dampak tidak langsung melalui variabel mediator, seperti kemiskinan. 

Terlebih lagi, peran pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan jangka 

panjang juga perlu diperhatikan, karena efeknya mungkin baru akan 

termanifestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, 

meskipun terdapat pengaruh yang negatif namun signifikan dari alokasi 

pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum terhadap 

IPM, hal ini mungkin disebabkan oleh kerumitan faktor-faktor yang 

memengaruhi IPM serta kemungkinan terdapat penundaan dalam munculnya 

dampak dari alokasi tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia tahun 2010-2022 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model estimasi regresi 

yang digunakan adalah random effect model. Variabel independen yang 

terdiri dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang perumahan dan fasilitas 

umum mampu menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia 

di Indonesia sebesar 57.0875%, sedangkan sisanya yaitu 42.9125% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode 

penelitian ini. 

2. Berdasarkan temuan penelitian, variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang pendidikan di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 

hingga 2022 memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. 

Dengan nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 

0.923790, variabel indeks pembangunan manusia akan meningkat 

sebesar 0.923790% jika variabel pengeluaran pemerintah di bidang 

pendidikan meningkat 1% dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara 

nyata akan menyebabkan peningkatan indeks pembangunan 

manusia. 
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3. Berdasarkan temuan penelitian, ada korelasi positif dan signifikan 

antara variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan 

indeks pembangunan manusia di setiap provinsi di Indonesia dari 

tahun 2010 hingga 2022. Dengan nilai probabilitas 0.0000 kurang dari 

0.05 dan koefisien 1.117875, variabel indeks pembangunan manusia 

akan meningkat sebesar 1.117875% jika variabel pengeluaran 

pemerintah di bidang kesehatan meningkat 1%, dan sebaliknya. Ini 

menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan secara nyata akan menyebabkan peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 

4. Menurut temuan penelitian, variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 

hingga 2022 memiliki korelasi positif dan tidak signifikan dengan 

indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun 2010 hingga 

2022. Dengan nilai probabilitas 0.3134 lebih dari 0.05 dan koefisien 

0.170559, variabel indeks pembangunan manusia akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.170559% jika variabel pemerintah di bidang 

ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, dan sebaliknya. Ini 

menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah di bidang ekonomi memiliki efek positif dan tidak 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

5. Berdasarkan temuan peneliti, variabel pengeluaran pemerintah di 

bidang perumahan dan fasilitas umum di setiap provinsi di Indonesia 

dari tahun 2010 hingga 2022 memiliki korelasi negatif dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di setiap provinsi di 

Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022. Dengan nilai probabilitas 

0.0000 kurang dari 0.05 dan koefisien -0.571907, variabel indeks 

pembangunan manusia akan mengalami penurunan 0.571907% jika 
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nilai variabel pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan 

fasilitas umum meningkat 1%, dan sebaliknya. 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, implikasi yang 

dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan 

manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan 

anggaran untuk pendidikan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, yaitu paling sedikit 20% dari APBN dan APBD. Dengan 

peningkatan pengeluaran pemerintah pada pendidikan, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada 

gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan indeks 

pembangunan manusia di Indonesia. 

2. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan 

manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan 

anggaran untuk kesehatan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, yaitu paling sedikit 5% dari total anggaran APBN dan 

10% dari total anggaran APBD. Dengan peningkatan pengeluaran 

pemerintah pada sektor kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan 

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan indeks 

pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian, dengan fokus pada 

kesehatan, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi 
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pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang 

tercermin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. 

3. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan 

manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah perlu melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap program-program ekonomi dan 

pengeluaran pemerintah guna memastikan efektivitas penggunaan 

dana dalam mendukung IPM. Kemudian, pemerintah dapat 

mengambil kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

inklusif, memastikan bahwa manfaat ekonomi dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat, serta memberikan dukungan kepada sektor-

sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan.  

4. Pengeluaran pemerintah di bidang perumahan dan fasilitas umum 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan 

indeks pembangunan manusia di Indonesia. untuk itu, pemerintah 

harus berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 

dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas uum lainnya. Meskipun 

dampaknya mungkin tidak langsung signifikan pada IPM, 

infrastruktur yang baik akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat 

secara keseluruhan. Kemudian, pemerintah dapat mendorong 

pengembangan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, serta 

memastikan akses masyarakat terhadap perumahan layak.Penelitian 

ini baru menggunakan sebagian kecil yang menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi indeks pembangunan manusia, sehingga dalam 

penelitian berikutnya diharapkan peneliti dapat menambahkan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia 
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dan merumuskan solusi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan 

indeks pembangunan manusia. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I. Data Penelitian 

 

Provinsi ID Tahun IPM PEND KES EKO PFU 

Aceh 1 2010 67.09 923 664 1,086 2,028 

Aceh 1 2011 67.45 962 799 1,090 1,642 

Aceh 1 2012 67.81 946 871 1,194 1,932 

Aceh 1 2013 68.3 2,273 1,419 1,579 2,067 

Aceh 1 2014 68.81 2,045 1,972 2,182 3,811 

Aceh 1 2015 69.45 2,323 1,537 1,585 2,530 

Aceh 1 2016 70 957 1,378 1,422 2,178 

Aceh 1 2017 70.6 3,559 1,719 1,400 1,524 

Aceh 1 2018 71.19 3,780 1,902 1,452 2,816 

Aceh 1 2019 71.9 4,387 2,369 1,634 2,335 

Aceh 1 2020 71.99 4,739 1,853 2,023 2,595 

Aceh 1 2021 72.18 4,977 2,469 1,192 2,395 

Aceh 1 2022 72.8 3,859 2,141 2,869 1,358 

Provinsi Sumatera Utara 2 2010 67.09 1,090 181 331 418 

Provinsi Sumatera Utara 2 2011 67.34 1,371 228 416 526 

Provinsi Sumatera Utara 2 2012 67.74 385 288 656 793 

Provinsi Sumatera Utara 2 2013 68.36 2,159 359 655 828 

Provinsi Sumatera Utara 2 2014 68.87 2,322 386 704 891 

Provinsi Sumatera Utara 2 2015 69.51 2,521 364 611 871 

Provinsi Sumatera Utara 2 2016 70 69 57 60 680 

Provinsi Sumatera Utara 2 2017 70.57 5,354 490 844 1,563 

Provinsi Sumatera Utara 2 2018 71.18 5,336 557 765 1,405 

Provinsi Sumatera Utara 2 2019 71.74 5,785 540 754 1,095 

Provinsi Sumatera Utara 2 2020 71.77 6,657 704 913 1,461 

Provinsi Sumatera Utara 2 2021 72 4,335 492 910 68 

Provinsi Sumatera Utara 2 2022 72.71 3,036 812 1,313 453 

Provinsi Sumatera Barat 3 2010 67.25 193 193 186 399 

Provinsi Sumatera Barat 3 2011 67.81 116 230 250 462 

Provinsi Sumatera Barat 3 2012 68.36 126 306 317 661 

Provinsi Sumatera Barat 3 2013 68.91 505 236 246 317 

Provinsi Sumatera Barat 3 2014 69.36 122 438 381 785 

Provinsi Sumatera Barat 3 2015 69.98 969 456 382 625 

Provinsi Sumatera Barat 3 2016 70.73 147 638 426 708 

Provinsi Sumatera Barat 3 2017 71.24 1,922 610 433 509 

Provinsi Sumatera Barat 3 2018 71.73 2,183 670 496 536 
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Provinsi Sumatera Barat 3 2019 72.39 3,185 712 486 486 

Provinsi Sumatera Barat 3 2020 72.38 3,247 877 548 505 

Provinsi Sumatera Barat 3 2021 72.65 3,023 624 89 55 

Provinsi Sumatera Barat 3 2022 73.26 2,222 755 1,014 223 

Provinsi Riau 4 2010 68.65 753 279 438 792 

Provinsi Riau 4 2011 68.9 984 296 394 835 

Provinsi Riau 4 2012 69.15 733 427 519 1,610 

Provinsi Riau 4 2013 69.91 1,744 639 681 1,200 

Provinsi Riau 4 2014 70.33 376 519 522 613 

Provinsi Riau 4 2015 70.84 1,811 657 601 1,333 

Provinsi Riau 4 2016 71.2 629 709 645 1,703 

Provinsi Riau 4 2017 71.79 3,158 865 452 1,496 

Provinsi Riau 4 2018 72.44 2,973 760 421 1,193 

Provinsi Riau 4 2019 73 3,071 919 450 1,023 

Provinsi Riau 4 2020 72.71 3,726 1,140 519 1,392 

Provinsi Riau 4 2021 72.94 2,349 885 479 908 

Provinsi Riau 4 2022 73.52 2,429 1,200 1,380 387 

Provinsi Jambi 5 2010 65.39 179 138 231 323 

Provinsi Jambi 5 2011 66.14 173 197 209 423 

Provinsi Jambi 5 2012 66.94 241 216 273 653 

Provinsi Jambi 5 2013 67.76 854 336 355 484 

Provinsi Jambi 5 2014 68.24 868 333 295 547 

Provinsi Jambi 5 2015 68.89 860 362 330 561 

Provinsi Jambi 5 2016 69.62 211 371 362 844 

Provinsi Jambi 5 2017 69.99 1,385 408 286 64 

Provinsi Jambi 5 2018 70.65 1,506 458 317 619 

Provinsi Jambi 5 2019 71.26 1,654 488 362 652 

Provinsi Jambi 5 2020 71.29 1,824 490 375 907 

Provinsi Jambi 5 2021 71.63 878 132 279 22 

Provinsi Jambi 5 2022 72.14 1,048 622 944 80 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2010 64.44 552 341 277 763 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2011 65.12 256 297 335 887 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2012 65.79 249 238 367 899 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2013 66.16 1,230 291 455 936 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2014 66.75 251 180 395 773 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2015 67.46 1,160 299 327 893 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2016 68.24 130 189 295 619 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2017 68.86 1,597 373 282 987 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2018 69.39 1,758 433 296 1,311 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2019 70.02 3,024 349 305 1,474 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2020 70.01 3,361 279 344 765 

Provinsi Sumatera Selatan 6 2021 70.24 665 156 1,319 56 
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Provinsi Sumatera Selatan 6 2022 70.9 2,235 719 1,285 220 

Provinsi Bengkulu 7 2010 65.35 73 124 119 136 

Provinsi Bengkulu 7 2011 65.96 78 162 154 128 

Provinsi Bengkulu 7 2012 66.61 133 197 175 235 

Provinsi Bengkulu 7 2013 67.5 353 205 181 234 

Provinsi Bengkulu 7 2014 68.06 430 250 221 286 

Provinsi Bengkulu 7 2015 68.59 493 310 237 338 

Provinsi Bengkulu 7 2016 69.33 135 315 239 292 

Provinsi Bengkulu 7 2017 69.95 680 357 195 525 

Provinsi Bengkulu 7 2018 70.64 789 349 224 350 

Provinsi Bengkulu 7 2019 71.21 1,071 375 210 546 

Provinsi Bengkulu 7 2020 71.4 1,210 430 213 379 

Provinsi Bengkulu 7 2021 71.64 605 194 234 2 

Provinsi Bengkulu 7 2022 72.16 846 250 375 94 

Provinsi Lampung 8 2010 63.71 254 178 168 420 

Provinsi Lampung 8 2011 64.2 776 213 246 392 

Provinsi Lampung 8 2012 64.87 1,160 319 368 586 

Provinsi Lampung 8 2013 65.73 1,174 323 373 593 

Provinsi Lampung 8 2014 66.42 1,346 370 427 680 

Provinsi Lampung 8 2015 66.95 1,451 411 357 793 

Provinsi Lampung 8 2016 67.65 195 562 359 960 

Provinsi Lampung 8 2017 68.25 2,531 587 363 1,310 

Provinsi Lampung 8 2018 69.02 2,713 558 331 1,491 

Provinsi Lampung 8 2019 69.57 2,757 550 320 781 

Provinsi Lampung 8 2020 69.69 3,070 715 408 823 

Provinsi Lampung 8 2021 69.9 2,949 715 397 21 

Provinsi Lampung 8 2022 70.45 1,598 860 1,040 140 

Provinsi DKI Jakarta 9 2010 76.31 7,329 2,059 2,004 4,253 

Provinsi DKI Jakarta 9 2011 76.98 8,356 2,482 3,098 4,440 

Provinsi DKI Jakarta 9 2012 77.53 10,164 2,912 3,448 5,156 

Provinsi DKI Jakarta 9 2013 78.08 11,082 4,937 3,172 6,208 

Provinsi DKI Jakarta 9 2014 78.39 10,937 4,872 3,131 6,127 

Provinsi DKI Jakarta 9 2015 78.99 12,693 5,387 3,612 7,143 

Provinsi DKI Jakarta 9 2016 79.6 12,978 6,566 3,345 8,580 

Provinsi DKI Jakarta 9 2017 80.06 13,263 7,744 3,077 10,017 

Provinsi DKI Jakarta 9 2018 80.47 16,153 8,936 3,719 8,835 

Provinsi DKI Jakarta 9 2019 80.76 21,779 8,894 5,202 7,004 

Provinsi DKI Jakarta 9 2020 80.77 22,953 10,352 5,048 11,759 

Provinsi DKI Jakarta 9 2021 81.11 19,801 11,014 4,134 7,964 

Provinsi DKI Jakarta 9 2022 81.65 15,519 10,299 8,024 3,129 

Provinsi Jawa Barat 10 2010 66.15 659 382 833 1,074 

Provinsi Jawa Barat 10 2011 66.67 3,210 415 1,021 579 
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Provinsi Jawa Barat 10 2012 67.32 5,275 683 1,678 951 

Provinsi Jawa Barat 10 2013 68.25 5,735 742 1,824 1,034 

Provinsi Jawa Barat 10 2014 68.8 6,483 839 2,062 1,169 

Provinsi Jawa Barat 10 2015 69.5 7,545 935 1,764 1,521 

Provinsi Jawa Barat 10 2016 70.05 7,762 903 1,383 1,494 

Provinsi Jawa Barat 10 2017 70.69 7,979 872 1,002 1,466 

Provinsi Jawa Barat 10 2018 71.3 13,429 958 1,100 2,043 

Provinsi Jawa Barat 10 2019 72.03 13,968 1,034 1,399 1,465 

Provinsi Jawa Barat 10 2020 72.09 17,391 2,027 1,899 2,971 

Provinsi Jawa Barat 10 2021 72.45 13,235 933 3,166 4 

Provinsi Jawa Barat 10 2022 73.12 7,623 1,285 4,952 324 

Provinsi Jawa Tengah 11 2010 66.08 292 787 634 467 

Provinsi Jawa Tengah 11 2011 66.64 301 922 769 528 

Provinsi Jawa Tengah 11 2012 67.21 363 1,068 767 662 

Provinsi Jawa Tengah 11 2013 68.02 2,245 982 1,078 656 

Provinsi Jawa Tengah 11 2014 68.78 2,662 1,164 1,278 778 

Provinsi Jawa Tengah 11 2015 69.49 3,054 1,423 1,098 955 

Provinsi Jawa Tengah 11 2016 69.98 64 684 127 574 

Provinsi Jawa Tengah 11 2017 70.52 5,204 2,401 953 19 

Provinsi Jawa Tengah 11 2018 71.12 6,029 2,315 1,085 19 

Provinsi Jawa Tengah 11 2019 71.73 7,116 1,907 645 906 

Provinsi Jawa Tengah 11 2020 71.87 12,229 2,732 1,319 1,730 

Provinsi Jawa Tengah 11 2021 72.16 11,841 2,605 1,202 1,179 

Provinsi Jawa Tengah 11 2022 72.79 7,517 3,311 1,742 248 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2010 75.37 176 62 243 142 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2011 75.93 162 59 241 195 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2012 76.15 244 95 249 220 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2013 76.44 448 108 225 322 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2014 76.81 260 127 272 410 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2015 77.59 629 150 328 457 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2016 78.38 356 201 364 331 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2017 78.89 1,461 169 293 656 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2018 79.53 1,542 148 323 1,013 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2019 79.99 1,287 176 169 864 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2020 79.97 2,202 226 225 265 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2021 80.22 2,078 202 358 549 

Provinsi DI Yogyakarta 12 2022 80.64 1,991 219 533 67 

Provinsi Jawa Timur 13 2010 65.36 318 1,605 1,439 699 

Provinsi Jawa Timur 13 2011 66.06 386 1,694 1,841 794 

Provinsi Jawa Timur 13 2012 66.74 412 2,051 1,877 918 

Provinsi Jawa Timur 13 2013 67.55 2,947 2,403 2,475 942 

Provinsi Jawa Timur 13 2014 68.14 805 4,122 3,270 1,351 
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Provinsi Jawa Timur 13 2015 68.95 3,897 3,418 2,764 1,281 

Provinsi Jawa Timur 13 2016 69.74 251 3,344 1,911 879 

Provinsi Jawa Timur 13 2017 70.27 9,894 3,665 2,597 1,365 

Provinsi Jawa Timur 13 2018 70.77 9,747 3,530 2,562 1,416 

Provinsi Jawa Timur 13 2019 71.5 10,668 4,145 2,533 1,352 

Provinsi Jawa Timur 13 2020 71.71 13,388 4,931 2,022 1,448 

Provinsi Jawa Timur 13 2021 72.14 12,825 4,465 1,803 927 

Provinsi Jawa Timur 13 2022 72.75 8,601 5,324 2,573 406 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2010 61.97 86 184 262 341 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2011 62.35 477 175 255 294 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2012 63.41 123 242 350 432 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2013 64.3 788 290 421 485 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2014 64.89 873 321 466 538 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2015 65.59 964 367 467 659 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2016 65.88 171 394 435 659 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2017 66.26 1,760 480 509 1,079 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2018 66.98 1,767 428 495 710 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2019 67.65 2,095 446 484 929 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2020 67.66 2,420 521 483 1,293 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2021 67.9 2,575 641 338 1,030 

Provinsi Kalimantan Barat 14 2022 68.63 1,532 787 1,017 373 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2010 65.96 223 92 191 377 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2011 66.38 310 130 175 279 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2012 66.66 212 151 253 449 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2013 67.41 615 258 347 552 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2014 67.77 312 246 297 759 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2015 68.53 710 301 360 731 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2016 69.13 18 33 42 122 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2017 69.79 1,172 387 335 594 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2018 70.42 1,228 450 454 905 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2019 70.91 1,468 434 435 1,156 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2020 71.05 1,661 464 451 1,091 

Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2021 71.25 918 186 850 4 
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Provinsi Kalimantan 
Tengah 

15 2022 71.63 953 294 1,100 104 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2010 65.2 454 403 282 283 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2011 65.89 370 362 294 277 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2012 66.68 378 471 332 554 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2013 67.17 894 794 555 557 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2014 67.63 466 1,057 403 759 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2015 68.38 959 885 488 651 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2016 69.05 477 1,021 419 994 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2017 69.65 2,067 1,280 508 577 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2018 70.17 509 166 188 87 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2019 70.72 1,459 1,089 551 891 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2020 70.91 2,260 1,121 551 799 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2021 71.28 1,080 968 368 664 

Provinsi Kalimantan Selatan 16 2022 71.84 1,642 1,053 1,043 86 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2010 71.31 310 645 487 965 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2011 72.02 328 637 617 1,510 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2012 72.62 583 766 916 2,407 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2013 73.21 1,696 1,422 1,429 2,056 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2014 73.82 586 1,048 889 1,932 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2015 74.17 1,180 1,078 797 1,648 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2016 74.59 1,425 1,096 721 1,276 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2017 75.12 1,671 1,113 646 904 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2018 75.83 1,649 1,062 499 1,743 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2019 76.61 2,351 1,274 610 1,030 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2020 76.24 2,524 1,330 1,075 1,479 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2021 76.88 1,058 151 1,840 139 

Provinsi Kalimantan Timur 17 2022 77.44 2,521 1,612 1,876 342 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2010 67.83 97 66 162 155 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2011 68.31 108 91 201 186 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2012 69.04 124 101 242 345 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2013 69.49 397 173 248 308 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2014 69.96 109 185 294 342 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2015 70.39 529 216 317 409 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2016 71.05 33 76 47 101 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2017 71.66 1,318 248 330 487 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2018 72.2 1,317 268 333 477 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2019 72.99 1,430 530 357 506 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2020 72.93 1,520 788 320 366 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2021 73.3 864 284 280 32 

Provinsi Sulawesi Utara 18 2022 73.81 1,074 548 500 261 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2010 63.29 238 122 200 130 
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Provinsi Sulawesi Tengah 19 2011 64.27 92 177 208 180 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2012 65 109 192 337 305 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2013 65.79 452 233 381 248 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2014 66.43 516 266 435 282 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2015 66.76 656 332 481 343 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2016 67.47 190 329 619 474 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2017 68.11 1,287 382 460 296 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2018 68.88 1,274 400 535 331 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2019 69.5 1,393 504 557 466 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2020 69.55 1,811 497 529 394 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2021 69.79 502 72 543 69 

Provinsi Sulawesi Tengah 19 2022 70.28 1,591 513 831 223 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2010 66 692 290 285 262 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2011 66.65 885 371 364 335 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2012 67.26 1,282 538 527 485 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2013 67.92 1,371 575 564 519 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2014 68.49 1,559 654 641 590 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2015 69.15 1,871 687 683 625 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2016 69.76 108 328 587 585 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2017 70.34 3,868 614 852 637 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2018 70.9 3,950 676 748 608 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2019 71.66 3,969 811 732 696 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2020 71.93 4,557 764 837 1,021 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2021 72.24 4,298 770 1,118 638 

Provinsi Sulawesi Selatan 20 2022 72.82 2,888 790 1,347 125 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2010 65.99 56 94 144 212 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2011 66.52 351 114 181 168 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2012 67.07 90 149 203 167 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2013 67.55 478 156 247 230 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2014 68.07 551 180 284 265 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2015 68.75 605 208 289 331 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2016 69.31 101 249 364 501 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2017 69.86 1,360 273 399 527 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2018 70.61 1,483 291 402 357 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2019 71.2 1,599 404 402 691 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2020 71.45 1,808 753 459 1,457 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2021 71.66 517 49 1,336 27 

Provinsi Sulawesi Tenggara 21 2022 72.23 1,375 414 1,313 150 

Provinsi Bali 22 2010 70.1 114 98 225 92 

Provinsi Bali 22 2011 70.87 503 345 520 264 

Provinsi Bali 22 2012 71.62 709 332 304 248 

Provinsi Bali 22 2013 72.09 770 361 330 269 
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Provinsi Bali 22 2014 72.48 217 451 288 349 

Provinsi Bali 22 2015 73.27 977 468 410 342 

Provinsi Bali 22 2016 73.65 3 4 7 2 

Provinsi Bali 22 2017 74.3 1,837 508 277 404 

Provinsi Bali 22 2018 74.77 1,850 400 244 362 

Provinsi Bali 22 2019 75.38 1,865 561 267 370 

Provinsi Bali 22 2020 75.5 2,175 548 53 705 

Provinsi Bali 22 2021 75.69 1,215 103 1,983 78 

Provinsi Bali 22 2022 76.44 1,988 566 1,580 67 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2010 61.16 32 137 173 142 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2011 62.14 36 200 203 416 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2012 62.98 37 189 249 447 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2013 63.76 430 259 290 387 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2014 64.31 60 321 318 391 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2015 65.19 595 374 352 566 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2016 65.81 31 53 100 127 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2017 66.58 1,841 509 430 999 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2018 67.3 1,853 531 340 869 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2019 68.14 1,934 685 351 482 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2020 68.25 2,142 584 441 844 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2021 68.65 559 262 516 5 

Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

23 2022 69.46 1,192 892 1,646 176 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2010 59.21 105 158 186 290 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2011 60.24 83 142 209 198 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2012 60.81 713 163 269 213 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2013 61.68 783 179 296 234 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2014 62.26 886 202 335 265 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2015 62.67 1,103 276 383 402 
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Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2016 63.13 54 260 88 159 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2017 63.73 2,181 252 440 391 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2018 64.39 2,270 304 403 404 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2019 65.23 2,721 339 301 564 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2020 65.19 3,158 532 391 1,077 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2021 65.28 2,849 496 834 1,409 

Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 

24 2022 65.9 1,770 455 1,151 47 

Provinsi Maluku 25 2010 64.27 147 86 128 185 

Provinsi Maluku 25 2011 64.75 142 114 166 241 

Provinsi Maluku 25 2012 65.43 294 128 194 240 

Provinsi Maluku 25 2013 66.09 341 149 225 278 

Provinsi Maluku 25 2014 66.74 85 162 251 296 

Provinsi Maluku 25 2015 67.05 507 214 292 420 

Provinsi Maluku 25 2016 67.6 180 256 343 730 

Provinsi Maluku 25 2017 68.19 1,229 269 299 390 

Provinsi Maluku 25 2018 68.87 1,437 245 314 481 

Provinsi Maluku 25 2019 69.45 839 263 301 439 

Provinsi Maluku 25 2020 69.49 970 295 359 440 

Provinsi Maluku 25 2021 69.71 1,428 223 472 272 

Provinsi Maluku 25 2022 70.22 1,068 264 585 104 

Provinsi Papua 26 2010 54.45 248 449 532 803 

Provinsi Papua 26 2011 55.01 271 475 477 885 

Provinsi Papua 26 2012 55.55 292 579 508 847 

Provinsi Papua 26 2013 56.25 1,047 656 671 946 

Provinsi Papua 26 2014 56.75 1,320 827 846 1,193 

Provinsi Papua 26 2015 57.25 1,570 953 842 1,536 

Provinsi Papua 26 2016 58.05 2,024 828 763 1,744 

Provinsi Papua 26 2017 59.09 2,477 703 683 1,952 

Provinsi Papua 26 2018 60.06 3,456 765 606 839 

Provinsi Papua 26 2019 60.84 3,362 1,052 707 1,518 

Provinsi Papua 26 2020 60.44 2,898 1,304 749 1,270 

Provinsi Papua 26 2021 60.62 185 332 390 1,490 

Provinsi Papua 26 2022 61.39 1,423 595 3,129 268 

Provinsi Maluku Utara 27 2010 62.79 126 58 107 98 

Provinsi Maluku Utara 27 2011 63.19 21 66 118 112 

Provinsi Maluku Utara 27 2012 63.93 34 94 202 236 

Provinsi Maluku Utara 27 2013 64.78 256 118 217 200 
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Provinsi Maluku Utara 27 2014 65.18 273 127 231 214 

Provinsi Maluku Utara 27 2015 65.91 353 156 262 285 

Provinsi Maluku Utara 27 2016 66.63 530 167 273 331 

Provinsi Maluku Utara 27 2017 67.2 707 179 284 377 

Provinsi Maluku Utara 27 2018 67.76 761 195 245 334 

Provinsi Maluku Utara 27 2019 68.7 888 261 294 409 

Provinsi Maluku Utara 27 2020 68.49 922 391 301 829 

Provinsi Maluku Utara 27 2021 68.76 107 1,288 234 3 

Provinsi Maluku Utara 27 2022 69.47 680 312 768 96 

Provinsi Banten 28 2010 67.54 196 228 194 578 

Provinsi Banten 28 2011 68.22 213 270 245 681 

Provinsi Banten 28 2012 68.92 263 269 257 835 

Provinsi Banten 28 2013 69.47 1,051 271 379 695 

Provinsi Banten 28 2014 69.89 286 248 329 769 

Provinsi Banten 28 2015 70.27 1,546 412 433 1,164 

Provinsi Banten 28 2016 70.96 408 300 462 1,190 

Provinsi Banten 28 2017 71.42 3,330 386 410 1,081 

Provinsi Banten 28 2018 71.95 3,604 360 395 1,337 

Provinsi Banten 28 2019 72.44 3,922 596 524 1,418 

Provinsi Banten 28 2020 72.45 4,852 1,020 581 1,281 

Provinsi Banten 28 2021 72.72 5,051 1,876 3,683 382 

Provinsi Banten 28 2022 73.32 2,854 1,292 1,455 746 

Provinsi Bangka Belitung 29 2010 66.02 100 91 99 197 

Provinsi Bangka Belitung 29 2011 66.59 209 102 141 205 

Provinsi Bangka Belitung 29 2012 67.21 37 49 124 202 

Provinsi Bangka Belitung 29 2013 67.92 285 139 193 280 

Provinsi Bangka Belitung 29 2014 68.27 362 145 159 224 

Provinsi Bangka Belitung 29 2015 69.05 335 163 196 362 

Provinsi Bangka Belitung 29 2016 69.55 76 168 242 285 

Provinsi Bangka Belitung 29 2017 69.99 671 217 216 277 

Provinsi Bangka Belitung 29 2018 70.67 722 240 213 245 

Provinsi Bangka Belitung 29 2019 71.3 832 242 260 302 

Provinsi Bangka Belitung 29 2020 71.47 516 244 289 327 

Provinsi Bangka Belitung 29 2021 71.69 592 223 542 5 

Provinsi Bangka Belitung 29 2022 72.24 658 296 401 41 

Provinsi Gorontalo 30 2010 62.65 48 22 103 86 

Provinsi Gorontalo 30 2011 63.48 149 52 117 92 

Provinsi Gorontalo 30 2012 64.16 55 36 158 129 

Provinsi Gorontalo 30 2013 64.7 235 82 184 144 

Provinsi Gorontalo 30 2014 65.17 84 85 209 203 

Provinsi Gorontalo 30 2015 65.86 289 100 214 189 

Provinsi Gorontalo 30 2016 66.29 117 167 266 183 
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Provinsi Gorontalo 30 2017 67.01 600 137 200 194 

Provinsi Gorontalo 30 2018 67.71 620 123 212 249 

Provinsi Gorontalo 30 2019 68.49 644 154 229 251 

Provinsi Gorontalo 30 2020 68.68 730 171 218 249 

Provinsi Gorontalo 30 2021 69 374 102 178 15 

Provinsi Gorontalo 30 2022 69.81 515 191 407 51 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2010 71.13 169 122 100 398 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2011 71.61 451 154 171 185 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2012 72.36 233 86 202 183 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2013 73.02 629 215 239 258 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2014 73.4 767 263 291 314 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2015 73.75 577 208 206 301 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2016 73.99 583 431 356 421 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2017 74.45 960 283 248 330 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2018 74.84 982 301 308 475 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2019 75.48 1,044 366 289 482 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2020 75.59 1,118 322 297 543 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2021 75.79 887 147 406 206 

Provinsi Kepulauan Riau 31 2022 76.46 871 406 640 248 

Provinsi Papua Barat 32 2010 59.6 114 82 253 507 

Provinsi Papua Barat 32 2011 59.9 127 74 303 289 

Provinsi Papua Barat 32 2012 60.3 133 67 367 443 

Provinsi Papua Barat 32 2013 60.91 340 113 458 596 

Provinsi Papua Barat 32 2014 61.28 210 112 557 726 

Provinsi Papua Barat 32 2015 61.73 502 157 610 971 

Provinsi Papua Barat 32 2016 62.21 48 106 196 667 

Provinsi Papua Barat 32 2017 62.99 763 115 603 667 

Provinsi Papua Barat 32 2018 63.74 949 111 596 1,319 

Provinsi Papua Barat 32 2019 64.7 1,006 246 714 1,576 

Provinsi Papua Barat 32 2020 65.09 2,721 166 696 1,913 

Provinsi Papua Barat 32 2021 65.26 448 186 2,096 147 

Provinsi Papua Barat 32 2022 65.89 728 218 2,179 43 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2010 59.74 138 58 72 61 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2011 60.63 166 70 87 74 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2012 61.01 150 78 132 97 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2013 61.53 180 94 159 117 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2014 62.24 212 110 187 137 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2015 62.96 261 136 217 209 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2016 63.6 135 174 214 231 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2017 64.3 401 225 201 199 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2018 65.1 360 163 205 163 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2019 65.73 441 156 222 167 
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Provinsi Sulawesi Barat 33 2020 66.11 871 214 234 146 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2021 66.36 299 60 263 20 

Provinsi Sulawesi Barat 33 2022 66.92 603 134 502 74 
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Lampiran II. Uji Common Effect Model 

Dependent Variable: IPM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/20/24   Time: 21:57   
Sample: 2010 2022   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 33   
Total panel (balanced) observations: 429  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 33.52222 6.239659 5.372444 0.0000 

LOG(PEND) 1.450494 0.222053 6.532207 0.0000 
LOG(KES) 0.946384 0.360484 2.625315 0.0090 
LOG(EKO) -0.617470 0.386207 -1.598808 0.1106 
LOG(PFU) -0.483868 0.191808 -2.522669 0.0120 

     
     Root MSE 3.986413     R-squared 0.241101 

Mean dependent var 69.02478     Adjusted R-squared 0.233941 
S.D. dependent var 4.581387     S.E. of regression 4.009849 
Akaike info criterion 5.626971     Sum squared resid 6817.448 
Schwarz criterion 5.674307     Log likelihood -1201.985 
Hannan-Quinn 
criter. 5.645664     F-statistic 33.67600 
Durbin-Watson stat 0.214659     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran III. Uji Fixed Effect Model 

Dependent Variable: IPM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/20/24   Time: 22:00   
Sample: 2010 2022   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 33   
Total panel (balanced) observations: 429  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.27937 4.236181 5.731430 0.0000 

LOG(PEND) 0.915509 0.091196 10.03895 0.0000 
LOG(KES) 1.125891 0.189527 5.940535 0.0000 
LOG(EKO) 0.182963 0.169756 1.077800 0.2818 
LOG(PFU) -0.571629 0.078788 -7.255267 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     Root MSE 1.312818     R-squared 0.917695 

Mean dependent var 69.02478     Adjusted R-squared 0.910136 
S.D. dependent var 4.581387     S.E. of regression 1.373378 
Akaike info criterion 3.554724     Sum squared resid 739.3780 
Schwarz criterion 3.905012     Log likelihood -725.4882 
Hannan-Quinn 
criter. 3.693055     F-statistic 121.4096 
Durbin-Watson stat 1.400529     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran IV. Uji Random Effect Model 

Dependent Variable: IPM   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 03/20/24   Time: 22:02   
Sample: 2010 2022   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 33   
Total panel (balanced) observations: 429  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.60646 4.225534 5.823278 0.0000 

LOG(PEND) 0.923790 0.090829 10.17068 0.0000 
LOG(KES) 1.117875 0.187937 5.948124 0.0000 
LOG(EKO) 0.170559 0.168994 1.009259 0.3134 
LOG(PFU) -0.571907 0.078531 -7.282527 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 3.864642 0.8879 

Idiosyncratic random 1.373378 0.1121 
     
      Weighted Statistics   
     
     Root MSE 1.364865     R-squared 0.570875 

Mean dependent var 6.770411     Adjusted R-squared 0.566826 
S.D. dependent var 2.085953     S.E. of regression 1.372889 
Sum squared resid 799.1657     F-statistic 141.0142 
Durbin-Watson stat 1.297611     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.226201     Mean dependent var 69.02478 

Sum squared resid 6951.299     Durbin-Watson stat 0.149182 
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Lampiran V. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: FIXED   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 100.701344 (32,392) 0.0000 

Cross-section Chi-square 952.993989 32 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: IPM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/20/24   Time: 22:07   
Sample: 2010 2022   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 33   
Total panel (balanced) observations: 429  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 33.52222 6.239659 5.372444 0.0000 

LOG(PEND) 1.450494 0.222053 6.532207 0.0000 
LOG(KES) 0.946384 0.360484 2.625315 0.0090 
LOG(EKO) -0.617470 0.386207 -1.598808 0.1106 
LOG(PFU) -0.483868 0.191808 -2.522669 0.0120 

     
     Root MSE 3.986413     R-squared 0.241101 

Mean dependent var 69.02478     Adjusted R-squared 0.233941 
S.D. dependent var 4.581387     S.E. of regression 4.009849 
Akaike info criterion 5.626971     Sum squared resid 6817.448 
Schwarz criterion 5.674307     Log likelihood -1201.985 
Hannan-Quinn 
criter. 5.645664     F-statistic 33.67600 
Durbin-Watson stat 0.214659     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
       



106 
 

 
 

Lampiran VI. Uji LM Test 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-
sided 
        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  1933.766  10.88973  1944.655 
 (0.0000) (0.0010) (0.0000) 
    

Honda  43.97460  3.299960  33.42816 
 (0.0000) (0.0005) (0.0000) 
    

King-Wu  43.97460  3.299960  25.77920 
 (0.0000) (0.0005) (0.0000) 
    

Standardized Honda  46.03273  4.106788  31.78549 
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
    

Standardized King-
Wu  46.03273  4.106788  24.20394 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
    

Gourieroux, et al. -- --  1944.655 
   (0.0000) 
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Lampiran VII. Uji Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: RANDOM   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.697949 4 0.4484 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LOG(PEND) 0.915509 0.923790 0.000067 0.3110 

LOG(KES) 1.125891 1.117875 0.000600 0.7435 
LOG(EKO) 0.182963 0.170559 0.000258 0.4400 
LOG(PFU) -0.571629 -0.571907 0.000040 0.9651 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: IPM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/20/24   Time: 22:10   
Sample: 2010 2022   
Periods included: 13   
Cross-sections included: 33   
Total panel (balanced) observations: 429  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.27937 4.236181 5.731430 0.0000 

LOG(PEND) 0.915509 0.091196 10.03895 0.0000 
LOG(KES) 1.125891 0.189527 5.940535 0.0000 
LOG(EKO) 0.182963 0.169756 1.077800 0.2818 
LOG(PFU) -0.571629 0.078788 -7.255267 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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Root MSE 1.312818     R-squared 0.917695 
Mean dependent var 69.02478     Adjusted R-squared 0.910136 
S.D. dependent var 4.581387     S.E. of regression 1.373378 
Akaike info criterion 3.554724     Sum squared resid 739.3780 
Schwarz criterion 3.905012     Log likelihood -725.4882 
Hannan-Quinn 
criter. 3.693055     F-statistic 121.4096 
Durbin-Watson stat 1.400529     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      


